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BUPATI PACITAN

. PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA _
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014 -
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BUPATI PACITAN,

bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan kegiatan APBD khususnya terkait
pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pacitan-
yvang berkesinambungan, efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka perlu adanya Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahum Anggaran 2014;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Pacitan Tahun Anggaran 2014,

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956);
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Menetapkan :
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Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara [/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); '

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; '

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);

} 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18

i
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Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1

Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

! PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN
. ANGGARAN 2014
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BAB 1

: KETENTUAN UMUM
1

! Pasal 1

b

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Pacitan,

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Bupati adala!‘h Bupati Pacitan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Dacrah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten PaC1tan

Pengguna A_nggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang dltctapkan oleh Bupati imtuk menggunakan APBD.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kcwcnangan
penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Dacrah di masing-masing
SKPD. ;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang memilild sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PA/KPA yang
bertugas sebagai PPK.

Unit Layanén Pengadaan Kabupaten Pacitan selanjutnya discbut
ULP adalah unit organisasi pemerintah yang dibentuk oleh Bupati,
berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa.

10. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja

11.

12.

13.

14.

ULP adalah'tim yang ditetapkan oleh kepaia ULP, dan terdiri dari
pegawai negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemcnntah yang bertugas melaksanakan pemilihan penycd1a
barang/jasa.

Pejabat Pcngadaan adalah personil yang memilild sertifikat Keahlian
Pengadaan ;Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung di SKPD.

Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada
institusi yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi yang dalam hal ini menjadi kewenangan
Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Pengadaan ' Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang / Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan ! sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa. :
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15.

16.

17.

18.

19,

i
Layanan Pehgadaan Secara Elektronik - Kabupaten Pacitan yang
selanjutnya ‘disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh

Bupati untuk menyelenggarakan sistem pclayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik di Kabupaten Pacitan.

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaa.n
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi eclektronik melalui LPSE sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultan51/Jasa Lainnya.

Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak
berwujud,  bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, d1pergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang

Pekerjaan Konstruks1 adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud

~ fisik lainnya!

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang |
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lamnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu -
yang mengutamakan - ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem
tata kelola; yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau
penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan Pengadaan Barang.

Swa'kclola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD

‘sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain

dan/atau kelompok masyarakat.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Sertifikat Kéaﬂian Pengadaan Barahg / Jasa adalah tanda bukti
pengakuan idari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan
profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan - dan merumuskan kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa. '
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-BAB 11
PETUNJUK PELAKSANAAN

‘ Pasal 2.

~ Petunjuk Pelaksanaar; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan
“Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB 111
- KETENTUAN PENUTUP

ek g v an b nn

' Pasal 3

Peraturan Bﬁpati ini niulai berlaku pada tanggal' diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

| _ Ditetapkan di Pacitan
P ‘Pada tanggal: -~ - - 2013
;
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r LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB 1

BAB 11

BAB 111

I

b DAFTAR ISI

KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN .......ovvrvvrene. creereererseetstones
B. PRINSIP DASAR ....couvomeenmsimsiesisssssessisnissssanns
C. RUANG LINGKUP......ooovmmssnssssssssssensrssrassssssss
D. PEMBINAAN .......ooormmmmmmssrrsssssssssssssssssssssassses

F}ERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN
| UMUM KEGIATAN ...oocovritreeneremserirsrssscsessssseses
B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN
. BARANG/JASA ...covnnc..... eeeeeeeeeeeeeeees e
C. PENGGUNAAN ANGGARAN .......oomrrreeerennnn,
rj). PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN BELANJA

. LANGSUNG .......ceccrerns beressssssrarsrnsannrenresrersrees
E PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

i (P2Teueeicrcrerersrsssesssnsesennsssssssnssesssssnssssssnnanens

I:_’ELAKS_ANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
A. ORGANISASI PENGADAAN......oovoeeeeeeeeeeeeeeeaenn.

B. TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANA

KEGIATAN......ccccviiiiviitirenriseersenrarssanesiocnennanns

I-1

II-1

II-1
I1-3

11-4

-9
11-10

C. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL -

© PEKERJAAN (PPHP).c..eooeeeeeeeeeeeeseessssssssnnnnnn
D. RENCANA UMUM PENGADAAN ..........ccocevunnn.

'E. KERANGKA ACUAN KERJA ....ocrnvrrees eveesaeneees
F. PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI .....
G. JAMINAN-JAMINAN ~ YANG ~ DIGUNAKAN
' DALAM PENGADAAN BARANG / JASA ...........
{

m-13
11I1-14
m-15



BAB IV :

.

,__
BAB V H
BAB VI :
BAB VII :

. BAB VIII

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA -
A. PERSIAPAN  PELAKSANAAN  PEMILIHAN V-1
| PENYEDIA BARANG/JASA......oorrvemmermmmmrsaseceee |
B. PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA IV-2

i BARANG / JASA........ tesnrsenmseasssenrsanrsenrisensos

' C. PELAKSANAAN  PEMILIHAN  PENYEDIA IV-6

. BARANG / JASA ..ouvvvene... et

D. PENYEDIA BARANG / JASA............. ereereseeeneen IV-14
E. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK .....rn....... Iv-21
F. PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG IV-22

. SISTEM KATALOG ELEKTRONIK
' (E-KATALOGUE)....eororrevesserrene eeeeseeeeseseene

TATA CARA SWAKELOLA

A. KETENTUAN UMUM SWAKELOLA ...........con.... V-l
B. PENGADAAN SWAKELOLA .....ovoonrersernnenseenns V-2
C. PERENCANAAN SWAKELOLA ......cuuvooerccennnee. v2
D. PELAKSANAAN SWAKELOLA <.......ccuuuusunmmnncces V-3
E. PELAPORAN PENGAWASAN DAN V-6

| PERTANGGUNG JAWABAN SWAKELOLA.........
' E .

PELAKSANAAN KONTRAK )
A. JENIS-JENIS KONTRAK ....... rvererssreensurerreenres VI-1
B. PERUBAHAN KONTRAK ........... e esisreasans VI-4
C. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI VI-6

§ KERJA cocvummmmeessssmsmmsssssssssssssssssenssssssssessssssee |
D. PEMUTUSAN KONTRAK ......covvervennnsesssnnssessns VI-6
E. SERAH TERIMA PEKERJAAN «..ccoonneeennnnn. VI-7

!

-

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

A. PENGENDALIAN ........... s VII-1
B. PENGAWASAN.....courcrrsnssenssnsesasirensissssenses VIl
C. SANKSI ......... easssis et seras st sas b ains VII-1
PELAPORAN DAN PENGELOLAAN ASET

A. PELAPORAN .....ovvimmiimminnnmmsnssissinsssssssssnns VIIL1
B. PENGELOLAAN ASET......cvvmirrmneerrirssinnn VIII-2



w o,

! BAB 1
: KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN
Demi terseli:nggaranya Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan ;Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2014
dengan lebilj tertib, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai Visi
dan Misi Srang telah ditetapkan, maka dalam usaha untuk
memaksimal:kan tercapainya hasil pembangunan diperlukan
Pedoman Pe;laksanaan bagi SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Pacitan. Deﬁgan disusunnya Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan
dapat menje_;min keterkaitan 'dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaraén, pelaksanaan dan pengawasan, baik dari segi
administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, sehingga APBD yang
merupakan ;instrumen dalam rangka pelayanan dan peningkatan

kesejahteraah masyarakat dapat tercapai secara optimal.

B. PRINSIP DA?SAR

Pelaksanaaxi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2014 diupayakan

memperhatil:can prinsip - prinsip sebagai berikut :

a) Efisien, I_Serarti pengelolaan kegiatan diupayakan menggunakan
dana, daira dan waktu yang terbatas untuk mencapai keluaran
yang ditefapkan secara optimal.

b} Efektif, :berarti pengelolaan kegiatan harus sesuai dengan
kebutuhe{n yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebésar—besamya. |

c) ‘Transparém, berarti pengelolaan kegiatan harus terbuka, yémg
memtmgl:cinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
informas{ seluas-luasnya tentang pengelolaan kegiatan |

d) Adil, ber.'a;lrti pengelolaan kegiatan harus mcmberikan perlakuan
yang prioporsional dan seimbang sesuai kewenangan dan
pendanaannya.

e} Akﬁntabél, berarti pengelolaan kegiatan harus dilakukan sesuai

dengan ftanggunawab, kewajiban dan kewenangan untuk
mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat deml

kelancaran pelaksanaan pembangunan

i
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. C. RUANG LINGKUP _
Ruang lmgkUp Peraturan Bupat1 ini mehput:l _
1 Pelaksanaan keglatan di SKPD lingkup pemerintah Kabupaten
Pacitan yang sebagxan atau seluruh dananya bersumber dari
APBD Kabupaten
2. Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1), mencakup
pelaksanaan kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari bantuan / hibah dalam negeri yang diterima oleh
Pemenntah Kabupaten Pacitan (termasuk DAK dan Dana bantuan
lainnya yang kegiatannya langsung ditangani SKPD)
3. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan
ketentuan petun]uk pelaksanaan kegiatan yang berlaku bagi
| pemberi bantuan / hibah, para pihak dapat menyepakati tata cara :
pelaksanaan kegiatan yang akan dipergunakan.
D. PEMBINAAN
Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana dengén
tujuan dan §asaran yang diharapkan, maka dibentuk Tim Pembina . .
Pelaksanaani Kegiatan APBD yang ditetapkan dengan Keputus_ah
Bupati, ber:tugas_ mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan
sampai deng:an ;ienyerahan aset kegiatan.
-1, Prinmp Pembmaan | .
a) Pembmaan terhadap pengelolaan dana belanja daerah mehputl
. keglatan | membantu ~mengkoordinasikan, memantau dan |
mengevaluas1 pengelolaan ~dan  pelaksanaan keglatan
pembangunan agar tuJuan dan sasaran yang telah dltetapkan
dapat tercapa1
b) Sasaran pembinaan meliputi :

1) Terlaksananya mekanisme pengelolaan dana belanja
daerah di Kabupaten Pacitan secara lancar yang mencakup
pe;'encanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan,
peingawasan dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip
da;l pedoman yang ditctapkeih. _

"2) Terarah peinanfaatan pada tujuan dan sasaran ya'ng'
dil;arapkan. : | o
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2. Tugas dan fungsi Tim Pembina :

a) Melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran kegiatan
APBD _Kabupaten Pacitan;

b) Mengolah data dan informasi pelaksanaan kegiatan APBD di
Kabup?aten Pacitan; "

c) Melak;anakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan
pengcﬁdalian pelaksanaan kegiatan; -

d) Menerbitkan publikasi-publikasi yang diperlukan dalam
rangka diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan APBD
kepad:a seluruh aparatur terkait di Kabupaten Pacitan.

2. Tujuan Pembinaan :

a) Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan
keglatan yang berorientasi pada pemecahan masalah secara

lintas sektoral

-b) Untulg mengetahui kinerja pelaksanaan pengelolaan kegiatan

APBD!: sebagal masukan bagi penyempumaan pelaksanaan
|
kegiatan dan penyusunan kebijakan tahun yang akan datang.

4, Organisa’si Tim Pembina
)

Dalam pelaksanaan sehari-hari Tim Pembina Pelaksanaan
Kegiatan : APBD Kabupaten Pacitan di koordinasikan oleh
Sekretarj!s Daerah dengan anggota dan tugas masing-masing
sebagai btierikut: :

a) Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah dan
Penariaman Modal Kabupaten Pacitan, melakukan
pembinaan dan koordinasi pengelolaan aspek perencanaan
dalam: rangka memadukan perencanaan pembangunan
nasioﬁal dengan pembangunan daerah serta melakukan audit
perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan setiap tahun
anggaran berakhir.

b} Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Pacltan, melakukan pembmaan dan koordinasi pengelolaan'
aspek administrasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan
keglatan di Kabupaten Pacitan.

[P TR U S Y
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c) Dinasj Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Pacitan, melakukan pembinaan dan
koordinasi pengelolaan aspek administrasi keuangan dan aset
hasil ;;elaksanaan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

d) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan, melakukan
pembi§1aan dan koordinasi pengelolaan aspek hukum dan
perundang-undangan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

c) Inspell::torat Kabupaten Pacitan, melakukan pembinaan dan
koordifnasi aspek pengawasan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

f) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta

_ Dinas% Bina Marga dan Pengairan, melakukan pembinaan
dan koordinasi aspek teknis kegiatan di bidang pembangunan
fisik k:':mstruksi di Kabupaten Pacitan.,

¢) Dinas / Badan / Kantor / Bagian di lingkup Pemerintah
Kabuéaten Pacitan melakukan koordinasi pengelolaan dalam
aspek§ teknis pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pacitan
sesua.ij dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,.

h) Camat dan Kepala Desa / Lurah melakukan pengawasan
secare{ melekat terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah
masiné—masing, dan berkoordmasi dengan SKPD pengelola
kegiatz:m.

§. Sekretariat Tin Pembina

Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pembina Pengelolaan

Kegiatan ' Belanja Daerah Kabupaten Pacitan di bentuk

Sekretariz;t Tim Pembina dengan Keputusan Bupati, dengan tugas

dan fmgéi sebagai berikut :

a) Melaks%_anakan koordinasi pelaporan seluruh kegiatan APBD
Kabu;;aten Pacitan;

b) Mengoiah data dan informasi pelaksanaan kegatan APBD di
Kabuéaten Pacitan; _

c) Meneri)itkan : publikasi-publikasi yang diperlukan
dalamf rangka diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan
APBD Ikepada SKPD terkait;

+
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6. chiatan"Pembinaan
a) Monitori'ing

Monitoﬁng bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan

permasjalahan pelaksanaan kegiatan dan berorientasi pada

pemccéhan masalah secara lintas sektoral :

1). Peiaksaman monitoring dan evaluasi Tim Pembina
peiaksanaan kegiatan APBD dikoordinasikan oleh Bagian
Acinﬁnistrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;

2). Maieri monitoring meliputi aspek perencanaan, penyaluran

/ peilcairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;

3). Mc:;nitoring dilakukan dengan meninjau langsung ke
laléangan / lokasi kegiatan secara terpadu;

4), Haléil-hasil yang di dapat dari kegiatan monitoring dan
ev';lluasi dilaporkan kepada Bupati Pacitan.

b) Evaluasi

Evaluaisi bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan

pengclblaan kegiatan APBD sebagai masukan bagi

penycr'_!npumaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan
kebijal:can tahun yang akan datang,

i
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.  BABI
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

i

A. TATA CARA PEN'YUSUNAN PERENCANAAN UMUM KEGIATAN

1.

Pengguna Anggaran (PA) dengan mempertimbangkan kebutuhan
prioritas keglatan serta memperhitungkan kuantitas/kualitas dan
harga, yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan :

a). Penyelesalan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya atau

Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada
_ Tahun Anggaran yang berjalan.
b). 'Mengmdehmlkam kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dalam
. pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan skala prioritas

kebutuhan Untuk pekeI]aan - konstruksi harus
mempertunbangka.n jenis pekerjaan, lokasi dan kualitas bahan
yang dlgunakan '

é). Menyusun dan 'menetapkan rencana penganggaran untuk

pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektifitasf ‘kegiatan dan tetap mengedepankan asas kepatutan
dengan terleblh dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang
telah ada / dimiliki / dlkuasal, untuk memperoleh kebutuhan riil.

. Rencana umum pengadaan dikoordinasikan Bagian Administrasi

Pembangunanz dan = diumumkan melalui Website
www. Pacitanlmb. go.id dan LPSE Pacitan Kab. |

;
H

i

B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ;

1. Tata cara pene tapan pemaketan pekerjaan;

Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA)
wajib memperhaukan ketentuan sebagai berikut :

-a) Memaksunalkan produksi dalam negen dan perluasan kesempatan

~ bagi usaha kecﬂ -
b). Nilai paket sampai dengan Rp. 2. 500.000. 000,00 (dua miliar lima
. ratus ]uta rupiah) dlperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali
menuntut kompeten31 tekms yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha
Kecil. ; '
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2.

f).

g).

B

. Menetapkan scbanyak-banjraknya paket untuk usaha kecil.
d).

Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkallt efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi

masing-masing. .

. Dilarang m:enyétukan/ menggabungkan beberapa paket pengadaan

yang menurut sifat dan jenisnya bisa dipisahkan dan/atau besaran
nilainya sclllarusnya dilakukan oleh usaha kecil.

Dilarang nrlemcc_ah pengadaan menjadi beberapa paket dengan
maksud ux;tuk menghindan pelelangan.

Dilarang ?menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan :yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang
tidak obyelétif;.

Tata cara pele@ksanaan pengadaan barang/jasa;

Pengguna An;ggaran menetapkan tata cara pengadaan dengan
memperhatikah tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat kegiatan yang
akan dllaksanakan : '

a)

b)

Melalul Swakelola adalah pelaksanaan pengadan barang/jasa yang
dlrcncanakan, diawasi dan/atau diawasi sendini oleh SKPD sebagai
penanggunlg’awab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar.

Melalui pemlhhan penyedia Barang/Jasa baik sebagai badan usaha

maupun perorangan

3. Tata cara penyusunan organisasi pengadaan,

a) Organisasi ; ; pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui

penyedia Ba;‘ang/Jasa terdin dari:

1) PA/KPA |

2) PPK

3) ULP/ Pejabat pengadaan

4) Panitia/ Pt_l:jabat Penerima Hasil Pekerjaan

b) Organisasi pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:

1) PA/KPA
2) PPK ;
3) ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan

&
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4) Panitia/ Pe_]abat Penerima Hasil Peketjaan
4. Tata cara penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Tu_]uan dlsusupnya kerangka acuan (KAK) .
Kerangka' Acu%m Kerja (KAK) merupakan penjabaran detail mengehai )
érdh,‘ standar: pedomam pelaksanaan kegiafan, schingga dengan
tersusunnya KAK akan diketahui sejauh mana sasaran kegiatan
keluaran yang hendak d1capa1 oleh suatu kegiatan, KAK paling sedikit
memuat ef '
a) Uraian Imgkup kegiatan;
1) Latar belakang
2) Maksud dan tujuan
3) Sumber!pendahaan
4) Hal-hal lain yang diperlukan
b) Waktu pelaksanaan
1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
2) Batas qkhlr efektif tahun anggaran,
¢) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; dan
1) Menguli'aikan spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan
. kebutuhan yang telah direncanakan.
2) _Menjela;skan- syarat dan tata cara pengujian bahan/barang
"tertentﬁ._ _ | S :
3) Menéar;tumkari syarat kinerjé produk yang diinginkan.
4) 'Gambar-gambar atau brosur
5) Penggunaan Standar Nasional Indones:a (SNI )
d) Perkiraan blaya pekerjaan.
1) Nilai pagu anggaran.
2) Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
' C. PENGGUNAAN ANGGARAN |
Untuk menetapléan batasan penggunaan'ariggafan PA memperhatikan |
kebijakan umum pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan dan porsi |
Penggunaan anggaran ' |
1. Kebijakan umum penggunaan anggaran kegiatan @
Alokasi APBD Kabupaten Pacitan digunakan untuk membiayai berbaga1

kegxatan yang sesua1 sifatnya diatur sebagai berikut : _
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a) Kegiatan yang bersifat strategis secara ekonomis, diupayakan dapat
memberi m1a1 tambah dan/atau bermanfaat dalam pemenuhan
kebutuhan sps1a1 dasar masyarakat.

b) Sesuai deném skala prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan
scbagaimanai tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

¢) Mendukung tercapainya tujuan Pembangunan secara Nasional.
2. Perencanaan a;nggéran :

-Dalam menyusun kebutuhan anggaran, Pengguna Anggaran

mempertlmbangkan antara lain : L

a) Belanja pegawa1,

b) Belanja barang /jasa,

o) Belanja modal - |

: d] Target dan output dari pelaksanaan kegiatan dunaksud

D. PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

1. Kegiatan Fisik i{onstmksi

~ Kegiatan fisik kontruks1 yaitu pekerjaan-pekerjaan fisik dalam bentuk-
konstruksi, yang sifatnya merupakan pekerjaan pembangunan baru,
peningkatan /; perluasan, rehabilitasi, perbaikan sebagian atau
seluruhnya, maupun perawatannya, maka dalam melaksanakan

. kegiatan fisik kojntruksi, pengelolaan agar memperhatikan : :
a) Anggaran biéya fisik konstruksi adalah biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan peketjaan dalam bentuk fisik konstruksi itu sendiri..
~ b) Biaya fisik l;onstruksi masuk dalam rekeming belanja modal yang
- didalamnya ztermasuk juga biaya Perencanaan dan Pengawaéan
_ ‘Teknis (P2T), serta biaya pengelolaan kegiatan (PK). |
- ¢) Biaya fisik léonstruksi digunakan sebagai acuan dalam penysunan -
'_ Rencana Anggaran B1aya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)..
. ; d)' Anggaran keglatan selain memperhitungkan biaya fisik konstruks1
o itu sendiri, harus tetap mengalokasikan anggaran yang d1per1ukan
| untuk b1aya biaya penunjang lainnya yaitu biaya untuk pengelolaan-
| kegiatan (PK) serta biaya perencanaan dan pengawasan teknis (P2T).
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Jenis - jenis bangunan kontruksi :
H

a)

_b)

- Bangunan konstruksi sederhana.

Bangunan ;scdcrhana adalah bangunan gedung negara dengan
karakter sederhana, serta memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana. Ifﬂasa penjaminan kegagalan bangunan adalah sclama: 10
tahun. Yang termasuk Klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

1) Gedung | kantor yang sudah ada desain prototipenya atau '.
banguan gcdung kantor dengan _]umlah lantai sampai dengan 2
lantai dc_ngan luas sampai dengan 500 m?; '

2) Bangunaxfl rumah dinas yang tidak bertingkat

3) Gedung lzgiyanan kesehatan; puskesmas

4) Gedung ;)cndidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan
jumlah lantai sampai dengan 2 lantai

Bangunan konstruk51 tidak sederhana. _

Bangunan t1dak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan

karakter uc}ak sederhana, serta memiliki kompleksitas dan/atau

teknologi ftidak - sederhana. Masa penjaminan  kegagalan |
bangunannya adalah selama palmg singkat 10 (sepuluh) tahim.Yang
termasuk klas1f1kas1 bangunan tidak sederhana antara lain :

1) Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya atau
banguan gedung kantor dengan luas diatas 500 m?, gedung
kantor bcrtmgkat lebih dari 2 lantai; B

2) Bangunan rumah dinas yang bertingkat lebih dari dua 1anta1,
rumah ncgara yang berbentuk rumah susum;

3) chung rumah sakit

4) Gedung pcnd1d1kan tingkat Universitas/Akademis, atau gedung
pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2;

Komponen i)cnggunaan anggaran untuk bangunan konstruksi tidak

sederhana ;ncliputi : |

1). Biaya l;onstruksi;

2). Biaya f)crcncapaah konstruksi,
3). Manajémcn konstruksi,

4). Biaya ;:cngawasan konstruksi;
5). Biaya pengelolaan kegiatan;

H
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Untuk jehis-jenis konstruksi sederhana lainnya seperti : Jalan,
Jembatan, Bangunan-bangunan konstruksi air, Saluran drainase,
Tower dan banglman konstruksi lainnya prosi anggaran ditetapkah

: bcrdasarkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Standart Blaya'

Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014,
1) Banglman khusus.

Bangunar{ khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki

penggtmaéln dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan
" dan pclaksanaanya memerlukan penyelesalan /teknologi khusus.

Masa pen_]amlnan kegagalan bangunannya adalah selama pahng.

singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi bangunan .

tidak sederhana antara lain ; :

(a) Istana Negara dan rumah jabatan pre81den dan wakil presiden;

(b) Wlsma negara;

(c) Gedung instalasi nuklir;

(d) Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan

_ penggi_imaan dan persyaratan khusus;

(e) Gedln';g laboratorium;

)] Geduﬂg terminal udara/laut/darat;

(g) Statiun kereta api;

(h) Stadion olah raga;

(i) Rumalji tahanan;

) Gudar}g benda berbahaya;

(k) Gedur;g bersifat monumental;

O Gedun;g perwakilan negara R.I di luar negeri
Perhitungan: komponen biaya kegiatan untuk jenis pekerjaan
kontruksi la;inya seperti jalan, jembatan, bangunan air atau
konstruksi %ejénis dilaksanakan dengan menggunakan perhitungan
pendekatan jSebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nonj10r.45/ M/200.7 Tanggal 27 Desember 2007 tentang
pedoman tek:nis pembangunan gedung Negara Keputusan Bupati'
Pacitan tentang Standart Blaya Pemenntah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2014, o ' _
Adapun dalgm menetapkan klasifikasi komponen biaya kegiatan"
Pengguna Ailggamn wajib mempertimbangkan tingkat kesulitan dan

e,
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situasi’ di; lapangan  serta kewajaran biaya yang dapat
dlpertanggtmg]awabkan |

2. Kegiatan fisik non konstruksl
Kegiatan Fisik Non Konstruksi yaltu kegiatan dalam bentuk pengadaan /
pembelian yang berupa barang, yaitu setiap benda baik berwujud

maupun tidak t:)erwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang. |

a) .

b)

Anggaran ké'giatan fisik non konstruksi adalah biaya yang diperlukan
~ untuk pengadaan / pembehan barang yang masuk dalam rekening
belanja modal
Anggaran b1aya yang masuk dalam belanja modal adalah pagu dana
pengadaan / pembehan barang yang digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Haiga Perk:raan
Sendiri (HPS)
Biaya Pengelolaan Keg1atan (PK) kegiatan fisik non konstruksi
- digunakan untuk o
1) Belan]a pegawa1 digunakan untuk

(a) Honoranum pengelola kegiatan antara lam KPA, PPK, PPTK;
' Bendahara pengeluaran pembantu; '

" {b) Pejaba; pengadaan;

() Honorérium Panitia / pejabat penerima hasil pekeij _]aan
Pamtla / Pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak,

(d) Honorarmm Staf admm1stra31. ' '

(e) Honoranum Staf Teknis.

(I) Honoranum Tim Pendukung

Lf4] Honoranum Tim Teknis atau Tenaga Ahll

2) Belanja barang / jasa dlgunakan untuk keperluan proses

pengadaan _ barang/._]asa, survey, monitoring, evaluasi kegiatan,
1 .
dit, :

3) Pengelola; kegiatén menyediakan biaya umtuk proses

pemlhhan penyed1a barang / jasa di Unit Layanan Pengadaan
antara lam

(a) B1aya untuk operasional pokja ULP;

(b) Blaya rapat koordma31 pokja ULP;

AR e e
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(c) Biaya: penyusunan/pembuatan dokumen lelang;
(d) Blaya lembur evaluasi penawaran;

(e) Biaya per]alanan pembuktian kualxﬁkas1 calon pemenang;

m Blaya ATK, blaya cetak, biaya penggandaan dokumen lelang

- dan dokumen hasﬂ pemilihan penyedia barang /jasa, dll)

3. Keglatan Non F131k

Kegiatan non ﬁ31k adalah kegiatan yang keluarannya tidak menambah

modal

i

a) Ruang ]mgkup Kegmtan Non Fisik antara lain:

1) Peker Jaan-peker]aan operasional rutin;
2) Admmlstra31 perkantoran;
' 3) Pend1d1kan / pelatihan atau 3031ahsa31, workshop, bintek

_4) Pelaporan pengendahan dan evaluasi; .

" 5) Kegiatan non fisik lainya;

b) Komponen blaya '

1) Belanja pegawal /honoranum pengelola kegiatan:

(a) Dalam kegiatan administrasi perkantoran dipergunakan untuk

biaya honoranum pengelola keuangan SKPD seperti PA, PPK
SKPD, 'Bendahara Pengeluaran, Pengurus gaji, Pembuat Daftar
Gaji / Juru bayar gajl, Pencatat Pembukuan, Pembuat
Dokurjﬁen, Penyimpan Barang, Pengurus barang, pejabat
pengaciiaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, dll.

-. (b) Dalarﬁ kegiatan. selain kegiatan administrasi perkantoran

| dipergunakan lmtuk_ honorarium pengelola kegiatan antara

~ lain K:PA, PPK, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat

Pen'gaéiaan, Panitia penerima hasil pekerjaan, Panitia peneliti
pelaksanaan kontrak, panitia pelaksana kegiatan, nara
sumbér personil yang tergabung dalam kesekretariatan
lembaga non struktural, tenaga/ staf administrasi, tenaga/staf

‘tekni s, dil.

(2) Belanja barang / jasa keglatan non fisik:

D1gunakan untuk biaya — biaya keperluan pelaksanaan keg1atan'

antara 1a1n persiapan pelaksanaan kegiatan, operasional rutin

 SKPD, sur{rey, rapat, proses pelelangan, monitoring, evaluasi, biaya

i
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pembehan/ penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan

kegiatan yapg bersangkutan.

(a) Untuk ikcgiatan Adnﬁni_strasi perkantoran dianggarkan biaya
operasicj)nal rutin SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinSra dalam menjalankan rutinitas organisasi meliputi
pembelfan, pcnycwaén; pemeliharaan bahan dan alat, dll

(b) Biaya untuk penunjang pelaksanaan kegiatan non fisik mulai
dari pcnyusunan rencana umum pengadaan sampai dengan
penyclesa.lan seluruh kegiatan (biaya perjalanan, biaya survey,
biaya rapat b1aya ATK, biaya cetak, penggandaan, dlj)

{c) Jika ada pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan melalui
ULP, maka SKPD mengalokasikan biaya untuk operasional
pokja ULP (biaya rapat koordinasi pokja ULP, biaya lcmbur'
untuk pembuatan dokumen. lcl_alng dan evaluasi penawaran,
biaya péxjalanan pembuktian kualifikasi calon pemenang, biaya
ATK, blaya penggandaan dokumen lelang dan dokumen hasil
pemlhhan penyedia barang /jasa, d11]

(d] Jika dalam kegiatan non fisik ada paket pengadaan barang/jasa
harus tc;tap diproses sebagaimana aturan pengadaan.

~{e) Dalami penggimaan biaya-biaya maupun belanja sebagai
pcnunjz;lng pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan
pcruntlilkan dan ketersediaan dana dengan mempertimbangkan
eﬁsicnsi dan efektifitas anggaran. |

() Untuk ?kegiatan Administrasi perkantoran dianggarkan biaya
operasmnal rutin SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsmya dalam menjalankan rutinitas organisasi meliputi

_ pcmbchan, penyewaan, pemchharaan bahan dan alat, dll

H
.‘ .

E. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS (P2T)
1. ch1atan Perencanaan Teknis : _ _
Perencanaan Tekms adalah kegiatan yang dlpcrlukan untuk penyusunan
dokumen perencanaan, terdiri dari desain perencanaan/gambar,
hitungan teknis, spesifikasi teknis dan analisa perhitungan biaya yang
disusun. secara Ekeahlian yang digunakan untuk acuan pelaksanaan

pekerjaan kontni:ksi fisik, Kegiatan Perencanaan teknis meliputi:

i
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b).
c).

d).
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Pers1apan ! atau penyusunan konsep perencanaan, seperti

mengumpulkan data dan 1nformas1 lapangan (termasuk penyel1d1kan -

tanah sederl'._lana, membuat interpretasi secara garis besar terhadap
kerangka ac'uan kerja (KAK), Program kerja perencanaan, Sketsa
gagasan, dan konsep perencanaan, sketsa gagasan, konsultasi-
-~ konsultasi;

Penyusunan: pra-rencana, seperti - membuat rencana tapak,
pra-fencana konstruksi, prakiraan biaya, laporan perencanaan;
Menyelenggz;mkan kegiatan lokakaiya value enggineering untuk
pengerribangEan konsep perencanaan teknis;

Penyusunanz pengembangan rencaria, seperti membuat rencana

arsitektur, i

2. Biaya pengawaéan atau biaya Manajemen Kontruksi adalah biaya yahg

diperlilkan untuk pengawasan teknis atau Manajemen Kontruksi selama

pelaksanaan peljce:jaan kontruksi fisik sebagaimana diatur dalam surat

perjanjian/kontrak pekerjaan kontruksi. -

;

F. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

Yaitu besarnya bia:ya maksimum yang dapat digunakan imtuk membiayai

kegiatan manajerr{en konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara,

yang dilakukan f oleh penyed1a jasa manajemen Kkonstruksi secara

kontraktual dan hasil seleksi atau - penunjukan langsung, biéya

manajemen konstrukm diatur sebagai berikut :
1 L]

Biéya manajerhen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen
kegiatan mana]emen konstruksi yang bersangkutan, |
Besarnya n11a1 biaya mana]emen konstruks1 maksimum dihitung
berdasarkan prosentase biaya mana_]emen konstrukm fisik yang
tercantum dalam tabel.

Besarnya b1aya manajemen konstruks1 dihitung secara orang-bulan
dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing
rate. ‘ | o

Biaya manajémen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan flangsung pekerjaan yang bcrsangkutan, yang
dicantumkan c_‘ialam kontrak, termasuk biaya untuk :

a) Honorarium tenaga ahli dan tenaga pemimjang.

: >
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b) Materi dan penggandaan laporan.
c) Pembelian d'an atau sewa peralatan.

- d) Sewa kendaraan.
. nhaas

"W

e) Biaya rapatérapat.
- | f) Perjalanan (:lokal maupun luar kota)
g) Jasa dan ovcrhead mana_]emen konstruksi.
h) Asuranm/ pertanggungan (ndemnity mssunence)
i) Pajak dan i 1uran daerah lainya.

5. Pembayaran blaya mana_]cmcn konstruksi didasarkan pada prcstam
kemajuan pekicr.]aan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di
lapangan, yaitu (maksimum) :

a) ~ Tahap ptiersiapan/ pengadaan konéultan perencanaan 50%
b 'Tahap r{eview rencana teknis sampai dengan serah terima '
| dokumc;l perencanaan. - 10%
c) Tahap pclclangan pcmborong 5%
d) Tahap konstrukm fisik yang dibayarkan berdasarkan
prestam;. pekerjaan kontruksi fisik lapangan s/d serah _
terima kedua pekerjaaan. | 80%
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PELAKSANAN PENGADAAN BARANG ] JASA

i
;

}

A ORGANISASI PENGADAAN
.Untuk menyusun organisasi pengadaan dilaksanakan berdasarkan'

- metode pclaksanaan pekerjaan , maka dalam menetapkan organisasi

pengadaan adalah

1.

Orgamsa51 Pengaadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalul

_ Swakelola terdiri atas

a) PA/ KPA

b) PPK; |

c) ULP/ P:ejabat Pengadaan/Tim Pengadéan: dan

d) Panitié /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Organlsa51 Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan
melalui pemlhhan penyedia jasa terdiri atas :

a) PA/ KRA, '

b) PPK; ¢

- q) ULP/PeJabat Pengadaan; dan

1.

d) Pamtla/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengangkatan dan pemberhcntlan pejabat sebagaimana disebut

pada angl:(a 1 (satu) dan 2 (dua) tidak terikat tahun anggaran

Dalam 1 (satu) kegiatan yang sama, tidak boleh terjadi rangkap
Jabatan antara PPK, Pokja ULP/PP/TP, dan /atau Panitia/Pejabat

PencrimaiHasil Pekerjaan,

- B. TUGAS DAN :KEWENANGAN PELAKSANA KEGIATAN

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
a) PA memiliki tugas/tanggungjawab dan kewenangan sebagal
berikut:
1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di
- website : www.pacitankab.go.id dan atau
ww;w.lpse.pacitankab.gg.id |
3) Menetapkan PPK; :
4) Meﬁetapkan Pejabat Pengadaan; -
5) Mcxﬁctapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil

o Pek!cx]‘aan/Péjabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
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6) Men$gawa51 pelaksanaan anggaran;
7) Mcnyampalkan laporan keuangan sesuai dcngan kctentuan _
peraturan perundang-undangan;
8) Menyclesalkan perselisihan antara PPK dengan ULP/
. ' . Pc;abat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
9 Men:gawasi pcnylmpanan “dan pcmehharaan seluruh
h Dokumcn Pengadaan Barang/Jasa.
b) Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PA
dapat: ; )
1) Menetapkan tim teknis; dan/atau -

TP

2) Meni:tapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan
Penéadaan melalui Saycfnbara /Kontes. _
c) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau
rcntang kcndah organisasi, PA mengusulkan 1 (satu) atau
beberapa orang KPA kepada Kepaia Daerah untuk ditetapkan. -
2. Kuasa Pcngguna Anggaran (KPA).
a) KPA adalah Pejabat yang dltctapkan oleh Kepaia Daerah atas
. o usui PA yang memiliki kcwenangan sesuai pelimpahan oleh PA |
| b) Dalam_ hal untuk mendukung terciptanya efisiensi dan
efektivitas pengelolaan anggaran dan pengendalian program
serta kcglatan, maka penunjukan KPA tersebut paling banyak
.1 (satu) pejabat dalam 1 (satu) bldang / bagian, namun
' Idcrmklan tidak setiap Sekretaris / KTU / Kabid / Kabag /
Inspektur Pembantu harus ditunjuk sebagai KPA. ‘
3. Pc;abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
a) PPK mpm111k1 tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1)' Merfyusun ~dan menetapkan rencana pelaksanaan
Pcnéadaan Barang/Jasa yang meliputi:
(a). épesiﬁkasi teknis Barang/Jasa;
(b)' ;Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
_ (c). Rancangan Kontrak. _
- 2) Menerbltkan Surat Penunjukan Pcnycdla Barang/Jasa;
_ . 3) Me_nyctUJm bukti pembelian atau menandatangam
 .‘ T B, Kui;.ansi/ Surat Perintah Kerja (SPK) surat perjanjian;
| 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
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S5) Méngendalikan pelaksanaan Kontrak; |
6) Meléporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
~ barang/jasa kepada PA/KPA;

_ 7) Melaporkan pelaksanaan  /penyelesaian Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA;
8) Menyerahkan hasil peketjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan,; '
9) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
 PA/KPA setiap triwulan. |

10) Menylmpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen'

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Bertugas mulai dari
pemm_]ukan pelaksana peker]aan sampai dengan penyerahan ,
pekerjaan yang terakhir kalinya, | o
Untuk' dltetapkan sebagal PPK harus memenuhi persyaratan '
sebaga1 berikut: '
1) Memlhkl mtegntas,

2) Memiliki disiplin tinggi;
3) Mer;mhkl tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
- mana_]erlal untuk melaksanakan tugas;

{a) Berpendldlkan pahng kurang Sar]ana Strata Satu (SI)
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai
Eiengan tuntutan pekerjaan; kecuali dalam hal _]umlah
I’egawai Negeri yang memenuhi persyaratan pendidikan

: terbatas, dapat d1gant1 dengan paling kurang golongan
| III a atau disetarakan dengan golongan III a;

(b) Memlhkl kemampuan kerja secara berkelompok dalam -
plelaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(c) I.VIemiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
i:erlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan .

4) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memlhkl keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
mah terlibat KKN;
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d)

;
E

S) Menandatangani Pakta Integritas;

6) Tidaic menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan ( Surat
Permtah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, Kecuali
untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

7) Memlhkl sertifikat pengadaan barang/jasa kecuali;

(a) PPK yang dijabat oleh pejabat esclon Il Satuan KetJa
Perangkat Dacrah( SKPDJ};
(b) PA /KPA yang bertindak sebagai PPK;

PPK dllarang mengadakan ikatan perjanjian atau

menanglatangam Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

apabiIa: belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia
anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia umtuk kegiatan yang dibiayai dari

APBD. !

Dalam menjalankan tugasnya PPK jika dipandang perlu

dapat :

1) Mengusulkan kepada PA/ KPA
(a) Perubahan paket pekeirjaan; dan atau
(b) f’erubahan jadwal kegiatan pengadaan;

2) Merietapkan Tim Pendukung PPK dapat membentuk tim
penglukung yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan
penéadaan barang / jasa, yang terdiri dari :

(a) ?ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), diangkat dari

personil yang menguasai ;ienis pekerjaan yang diadakan.

(b) Direksi lapangan

(c) I_‘{onsultan pengawas

(d) Tim pelaksana swakelola ; dll

3). Tim / tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

Dalam hal diperlukan PPK dapat menetapkan tim / tenaga
ahh pemberi penjelasan (aanwijzer) untuk membantu
pel;lksanaan tugas ULP, yaitu tim yang mempunyai
ke;nampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan
tekms tentang spesifikasi Barang / Jasa pada rapat
pen_]elasan

4). an_l Teknis
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- Dalam hal dlpcrlukan PA dapat membentuk Tim Teknis -
un_tuk membantu PA dalam pelaksanaan pengadaan

barang / jasa yang terdiri atas :

@
(b

U P

(©):

T T N T e

(d)

b

Tim uji coba

Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak,
dibentuk dengan tujuan membantu PPK dalam
meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan
kontrak.

Kepentingan pemeriksaan bersama pada awal dan
pada pelaksanaan kontrak, yaitu imtuk melakukan
pemeriksaan lokasi pekerjaan, melakukan pengukuran
dan pemeriksaaan detail kondisi lokasi pekerjaan
untuk sctiap rencana mata pembayaran. Semua hasil
pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan jika
ada perubahan dituangkan dalam adendum kontrak.
Meneliti kelayakan wusulan perpanjangan waktu
pelaksanaan yang dituangkan dalam adendum

¢ kontrak.
5). Ménetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kci)ada penyedia jasa barang/jasa;
6). Tim Juri / Tim Ahli
Urituk pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang mclallui

sajrcmbara / kontes, PA dapat membentuk Tim Juri/Tim
Ah11 iumtuk membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan

barang / jasa.
4. ULP (Umth Layanan Pengadaan)

Tugas pokok dan kewenangan Kepaia ULP meliputi :
a) Mcrﬁhnpm dan mengordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b) Mcﬁyusun program kerja dan anggaran ULP;

c) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP

dani

melaporkan apabila ada penyimpangan dan /atau

1nd1ka51 penyimpangan;

d) Mcmbuat laporan pcrtanggun.awaban atas pelaksanaan

kcglatan Pengadaan Barang/jasa kepada Bupati Pacitan; -

| € Mclaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Mar_msm ULP;
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f) Mcr;lugaskan /mencmpatkan/memindahkan anggota

Kclémpok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing
Kelompok Kerja ULP; dan

g) Mcrigusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang

ditugaskan di ULP kepada Bupati Pacitan, apabila terbukti

mcfakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan
dan Jatau KKN;
2. Kclompok Kerja Unit Layanan Pcngadaan (ULP)/Pejabat

Pcnga_daan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah

tim/ Péjabat Pengadaan yang memiliki :

a) Pcrsyaratan anggota ULP/Pejabat Pengadaan :

1)

2)
3)

4)

5)

)

Mcrmhk1 integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
mclaksanakan tugas;

Memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
Mcmahaml jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
‘ULP/ Pejabat Pengadaan.

_Mcmahami isi dokumen, metode dan Prosedur
bcngadaan; _

Mcmiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan kompetensi yang
ﬁipcrsyamtkan kecuali untuk Kepaia ULP
;Mcndatangani pakta integritas.

b) 'I\Jgﬁs pokok dan kewenangan Pokja ULP mellputi :

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
_Mcnctapkan Dokumen Pengadaan;
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

Mengumumbkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

website : www.pacitankab.go.id dan papan pengumuman
i_rcsmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE
iuntuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
:'prakualiﬁkasi atau pascakualifikasi;

Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

'tcrhadap penawaran yang masuk;

Khusus Untuk Kelompok Kerja ULP :

(a) Menjawab sanggahan;



http://www.pacitankab.go.id

4

;

d) Anggota ULP/ Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai Negeri,
baik dan Instansi Sendiri atau Instansi lainnya :

1) Lembaga/ Institusi Pengguna - APBD yang memiliki

1]

keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Neger,
- o _ Pejabat Pcngadaan dapat berasal dari pegawai tetap

- lembaga/ Institusi pengguna APBD dari Istansi lain;

2). Untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Pejabat
Pengadaan/ Panitia dapat berasal dari bukan Pegawai
Negerl, :

'e)_ 'Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau
memerlﬁkan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga
ahli yang berasal dan pegawai negen atau swasta.

- i) chala ULP dan Anggota Pokja ULP dﬂarang duduk sebagai:
- 1).PPK pada paket pekerjaan yang dilelangkannya;
2). Pc;abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3). Bendahara dan
4). APIP terkecuali menjadi Pejabat Pcngadaan/Anggota ULP :_ :
untu}c Pcngadaan Barang/Jasa yang dlbutuhkan |
. insta"_nsinya; | |
g Penggurila APBD atau Kelompok Masyarakat pelaksana
| Swakeléla dapat berasal bukan dari pegawai negeri.
[ "
C. PANITIA /PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
1 Panitia : / Pc;abat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditetapkan
~ oleh Pengguna Anggaran (PA); :

: 2 Pamtla/PeJabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berasal dari
pegawal negeri, baik dari instansi sendln maupun instansi |
lainnyaf kécuali institusi lain Pengguna APBD atau kelompok
masyar':;lkat pelaksana swakelola dapélt berasal dai bukan

_ pegawai: negeri; ' |
Persyaxj;atan sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) adalah : |

a) Mem111k1 mtcgntas,_ disiplin dan tanggun.awab dalam |

-

melaksanakan tugas;
A b) Mem___ahaml isi kontrak;
¢) Memiliki kualifikasi teknis;
{
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d} Mendatangani pakta integritas;

€} T1dak menjabat sebagai pejabat Penanda Tangan Surat

Permtah Membayar (PPSPM} atau bendahara;

. Tugas fpokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan (PPHP) adalah :

a) Melaicukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
Bara:ng/ Jasa seuai dengan keten‘tuan yang tercantum dalam
kontrak

b) Menenma . hasil pengadaan Barang/Jasa setelah mela1u1 '
pemenksaan /Penguji;

c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan;

. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian |

1 .
teknis ; khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk

membahtu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Pekeljaan

. Tim/ Tenaga ahli ditetapkan oleh PA / KPA.
. Dalam hal pengadaan Jasa  Konsultansi, Pemeriksaan

peke:jaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna
Jasa Konsultansi yang bersangkutan. '

7. Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHF)

Penggﬁna Anggaran (PA} menetapkan Panitia Penerima Hasil
Peker Jaa.n dengan cara mempertimbangkan nilai pekerjaan dan
tmgkat komplek31tas pekerjaan sebagai berikut :

a) Paket Pekerjaan dengan nilai > Rp.200 jt s/d 2,5 M111ar
suS}lnan panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
Jumlah panitia adalah 3 (tiga) personil, yang menguasai
rua;.ﬁg lingkup serta detail teknis peker jaan, terdiri dari:
1} ! Ketua dari unsur pejabat atau sfap SKPD Teknis yang

' bersangkutan,
-2} -Anggota dari unsur pejabat struktural atau staf dan
‘ISKPD teknis yang melaksanakan verifikasi dokumen
_ fperencanaan, apabila dokumen perencanaan wajib

Emendapatkan verifikasi dari SKPD teknis lain;



3) Anggota, dari unsur pejabat atau staf dari Bagian
-Administrasi Pembangunan  Sekretariat Daerah
Kabupaten Pacitan;

b) Paket pekerjaan dengan nilai > Rp. 2,5 Miliar jumlah
. panitia adalah S (lima) personil, yang menguasai ruang
lingkup serta detail teknis pekerjaan, terdiri dari : _
1) ;Ketua, dari unsur pejabat atau staf SKPD Teknis yang
.bersangkutan;
2) :Sekretaris, dari unsur staf teknis dari SKPD Teknis
;yang bersangkutan,
3) jAnggota, dari unsur staf teknis dari SKPD Teknis yang
bersangkutan;
4) ;Anggota, dari umsur pejabat struktural atau staf dari
. SKPD teknis yang melaksanakan verifikasi dokumen
perencanaan, apabila dokumen perencanaan wajib
., mendapatkan verifikasi dari SKPD teknis lain;
5).‘_- Anggota, dari unsur pejabat atau staf dari Bagian
;Administrasi Pembangunan  Sekretariat Daerah
: Kabupaten Pacitan
¢} Pekerjaan dengan nilai s Rp. 200 Jt.

LA

. Dilaksanakan oleh Pejabat Penerima hasil pekerjaan
ad?lah . pejabat struktural atau staf yang menguasai
ruéng lingkup serta detail teknis pekerjaan dari SKPD
teknis yang bersangkutan,;

Bila dalam suatu hal pekerjaan tertentu memerlukan
pertimbangan teknis dan tidak dapat dilaksanakan oleh
pejabat penerima hasil pekerjaan maka dapat
mtf:nggunakan Panitia  Penerima  Hasil Pekerjaan
sebagaimana diatur dalam angka 1).

D. RENCANA UMUM PENGADAAN
Pengguna _Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-masing,
meliputi kegiatan antara lain :

» 1. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia

Barang/Jasa melalui;



sert:a koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang
meﬁuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi
' oleh usaha mikro dan usaha kecil serta kopera31 kecil;

4) Dllarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan
yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut
sn'a_t pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

5) Dllarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dlplsahkan
dan /atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh
Usa;ha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

6) Dilérang_ memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
bel:}erapa paket dengan maksud menghindari pelelangan;
dan /atau -

7) Dilaiu'ang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedﬁr .
peﬁgadaan yang diskriminatif dan/atau dengén -
perftimbangan yang tidak obyektif. |

b). Cara pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dengan
mempérhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat
keglatan yang akan dilaksanakan :

1) Melalul swakelola, dengan direncanakan, dlkerjakan
dan/ atau diawasi sendiri oleh SKPD  sebagai
penanggung]awab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/ atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola
dex:lgan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari
luar;

2) Melalul penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha
maupun perseorangan;

o). Orgam_sam pengadaan dengan memperhatikan jenis pekerjaan
“serta :kemampuan dan ketersediaan personil SKPD yang
dumhkl Organisasi pengadaan yang wajib dibentuk adalah
PPK, | Pejabat pengadaan, dan PPHP. Sedangkan
tim/ péjabat/ panitia lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

~dan péruntukannya.
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) .
Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman dalam rangka
pelaksanaan suatu kegiatan yang memuat gambaran keselurahan

pekerjaan ! ‘ mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Kegiatan/ Pekelj]aan, KAK sekurang kurangnya menjelaskan:

1. Uraian keglatan ,

2. Mellputl latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi keglatan,
sumber pendanaan, serta Jumlah tenaga yang diperlukan.

3.. Waktu yang diperlukan;

Waktu ' yang dlperlukan dan ditentukan dalam melaksanakan
dan menyelesalkan kegiatan / pekerjaan tersebut mulai dari
pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan
barang / jasa.

4. Spesﬂllgam teknis barang/jasa; -

5. Spesif_iicasi teknis barang/jasa yang ditetapkan dan
direncénakan serta = diperlukan dalam pelaksanaan
Kegiat;n/Pekeﬁam. |

6. Besarh;ya total .perkiraan biaya;
pekeqaan termasuk kewajlban pajak yang harus dibebankan
pada keglatan tersebut.

| Mengumu_mkan rencana umum pengadaan di masing-masing

SKPD secara terbuka kepada masyéfakat luas dalam website dan
i
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

' Pengadaan Nasional melalui LPSE. .
_ ‘Setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD |

sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh

ULP. Pengumuman tersebut palmg kurang berisi:

'1 Nama dan alamat Pengguna Anggaran,

2, Paket pekelj]aan yang akan dllaksanakan
3. Lokasi pekeljaan dan

4. Perkquan besaran biaya.

H
B

F. PENETAPAﬁ HARGA PERKIRAAN SENDIRI

1. PPK menfrusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- Barang /Jhsa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
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. ULP/ Pejabi_at Pengadaan mengumumkan nilai total HPS

berdasarkain HPS yang ditetapkan oleh PPK; ' "

. Nilai total I?-IPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;

. HPS d1$usun paling lama 28 {dua puluh delapan) hari kerja -

sebelum batas akhir pemasukan penawaran,

- HP8 dlgun?kan sebagai : _

- 1) Alat ;.mtuk menilai kewajaran penawaran termasuk
r1nC1annya, _ |

2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
untuk Pengadaan Barang/ Pekeljaan Konstruksi/Jasa Lamnya
dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode
Pagu Anggaran, dan

3) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan
bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% [delapan |
puluh perseratus) nilai total HPS.

. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugiari

negara.

. Penyusun;m HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,

yang diperoleh berdasarkan  hasil survei menjelang

dilaksanaicannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan

informasi Srang meﬁpuﬁ: |

a) Inform'lasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
BadanlgPusat Statistik (BPS);

b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

. asosia_:si terkait dan sumber data lain yang dapat :

diperta;nggingjawabkan;

c) Daﬁar? biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikjan /distributor tunggal;

d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempemmbangkan faktor perubahan biaya; _

¢) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia;

f) Hasil iperbandmgan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dllakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

g) Perklraan perhittmgan biaya yang dilakukan oleh konsultan

perencana { engineer’s estimate);
1_
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h) Norma indeks; dan/atau
i) Informasilain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. HPS disus_tm dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya

[

overhead yang dianggap wajar.

G. JAMINAN-JAMINAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADAAN
BARANG / JASA
1. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna
Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan
Barang/Ja:sa. '
2. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a) Jaminan Penawaran;
1). Jaminan Penawaran  diberikan oleh Penyedia
Bafang/Pekeljaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat
memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu
pefseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS,
Jarhinan penawaran ditujukan kepada Pokja ULP.
. 2). Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia
| Ba{'ang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK
meherima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan
Kontrak.

3). Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal
Peﬁgadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung atau Kontes/Sayembara.

b) Jaminan Pelaksanaan;

1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh  Penyedia
Bafang/ Pekerjaan  KonstruksifJasa lainnya untuk
Kontrak bernilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

2) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya
SPi’BJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai

berikut:
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4). Peniyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
memlhh untuk membenkan Jaminan Pemeliharaan atau
memberlkan retensi, '

5). Jamman Pemeliharaan atau retensi sebagaimané
dirriaksud pada angka 4), besaruya 5% (lima perseratus)
dar; njlai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Laiﬁhya

) Jamman Sanggahan Banding.

Jamman Sanggahan Banding dltetapkan sebesar 1 % (satu

prosen)_; dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jaminan ;tas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan
tanpa syariat {unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat
peruyataan wanprestasl dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit
Jaminan; _'

ULP/ Pe_]abét Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis

'terhadap keabsahan Jaminan yang diterima;

. Jaminan dan Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau

Pgrusahaa;l Asuransi dapat . dlgunakan untuk semua _]ems'
Jaminan; ‘}
Perusahaa'n Penjamiman adalah Perusahaan Penjamman yang
memiliki i 1zm dari Menteri Keuangan; |

Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan adalah Perusahaan

Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk

jaminan {suretysth) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

. Terhadap pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan

penawarafl, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
Terhadap; pengadaan barang tidak diperlukan _]amman

pemehharaan namun harus memberikan sertifikat garansi;

. Sertlﬁkat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan

Barang hmgga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

' dalam Kontrak.

Sertifikat fGaransi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang

ditunjuk secara sah oleh Produsen.

! . N
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BAB IV
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA

RUR T S P

Lo % " . -
A. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG /

JASA:

Sebelum mclfaksanakan pemilihan pcnycdia barang/jasa, Pengguna
anggaran (Pl\) menyiapkan perangkat administrasi kegiatan,
berdasarkan _program dan pemblayaan yang direncanakan antara
lain mchputn '
1. Survey Lapangan

Dalam rﬁclaksanakan survey lapangan untuk menyusum

dokumen pcrcncanaan kcglatan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna ' Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk

mcmperhatlkan |

a) Survey;-_l Lapangan oleh SKPD Teknis imtuk kebutuhan SKPD
Teknis :lain , maka petugas survey terdiri dari SKPD teknis
yang lgesangkutan bersama  petugas dari SKPD teknis
pelaksana survey lapangan : -

b) Survey Lapangan oleh Jasa Konsultan Perencana untuk _
pekcrjaan sederhana, maka petugas survey terdiri dari
1). Pctu_gas dari SKPD teknis yang bersangkutan.

2). Pettigas dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.
- 3). Petugas dari Konsultan Perencana;

' Pelaksanaan survey lapangan menjadi tanggung jawab penycdla

jasa konsultansn, _

) Survey Lapangan oleh SKPD Teknis atau Jasa Konsultan
Perencana untuk pekerjaan tndak sederhana dan strategis serta
mcnjadl perhatian masyarakat, maka petugas survey terdiri
1). Pctusgas dari SKPD teknis yang berSangkutan.

2). Petu;gas'dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.
3). Pctuigas dari BAPPEDA deseBM. |
4). Petutgas dari Bagian Administrasi Pémbangunan;

. 5). Petugas dari DPPKA;

- 6). Pctugas dari Konsultan Pcrcncana

tf
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. 2. Verifikasi dokumen perencanaan

Scbaga1 buktl legalitas maka dokumen karya perencanaan Wajlb

mcndapatlkan verifikasi dari SKPD Teknis yang membidangi,

sédangkar} pelaksanaan verifikasi diatur sebagai berikut:

a) Dbkun‘icn' Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD j!rang bersangkutan, maka dokumen perencanaan wajib
mcndai)atkan pengesahan dari Kepaia SKPD tChliS
bcrsanfgkutan. | "

b) Dokun':lcn Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD %Tcknis lain, maka dokumen perencanaan wajib
mcndai)atkan pcngcsahan. dari  Kepala SKPD teknis
pclaksr;lnan perencanaan dan Kepaia SKPD yang bcrsangkutaﬁ. |

c) Dokunflcn Perencanaan oleh Jasa Konsultan Perencana, maka
dokun';cn perencanaan wajib mendapatkan verifikasi dari

' KCpaia{ SKPD teknis yang berhubungan dengan ruang lingkup
pckcrjéan dan Kepaia SKPD yahg bersangkutan serta
Pcnanggung Jawab Pcnycd1a Jasa Konsultans1, -

3. Harga Standar

Untuk mpndapatkan harga yang wajar sesuai dengan kondisi di

lapanganE maka berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan

Tentang z Standart Harga Barang/jasa Kabupaten Pacitan

Pcngclola kegiatan melaksanakan survey harga di lokasi

pckcx.]aar} secbagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS). |

b -

B. PENETAPAIEI METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
1. ULP/ cha:bat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pcmiliharfl Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lamnya..
2. Pcmilihaﬁ Penyedia Barang/Jasa Lainhya dilakukan dengan:
a). Pclclahgan Umum
b). Pclcla:ngan Sederhana
c). Pcnurijukan Langsimg
d). Pcnga;laan Langsung
e). Kontcé /Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan
Pcnycidia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri

Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
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i
Pem111han* Penyed1a Pekezjaan Konstruks1 dilakukan dengan:
a). Pelelangan Umum
b). Pelclan_gan Terbatas
c). Pemilil'ian Langsung
d). Penun_fukan Langsung
e). Pengaciaan Langsung
Pemilihan jasa Pem111han Penycd1a Jasa Konsultansi dilakukan
dengan E '
a). Sclcks1 yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana
b). Penun_]ukan Langsung
c). Penga;daan Langs_ﬁng

-~ d).. Sayer:nbara.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Metode
Pelelangafn Umum, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas,
Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan seleksi sederhana

'diumumk‘_an paling kurang di website : www.pacitankab.go.id dan

atau wwv{r.lp&pacitankab.gg.id serta papan pengumuman resmi

untuk maisyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,

sehingga fmasyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
mcmenuh1 kualifikasi dapat mengikutinya.

Pengadaan pekezjaan yang tidak kompleks dan bcernilai palmg

tinggi Rp 200. 000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan

dengan: ; _

a) Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dilakukan melalui proses pascakualifikasi.

b) Pengadaan langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dﬂakukan melalui proses pascakualifikasi.

Penun_]ul;an Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa

dapat d11akukan dalam hal:

a) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan
Pcnur:jukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa
mchput1 _ |
1). Pcnanganan darurat yang tidak bisa direncanakan

_ sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/ tidak dapat ditunda.

1
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Pekexjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang

mgndadak - untuk menindaklanjuti komitmen -

 internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
3).

Kégiatan menyangkut pertahénan negara yang ditetapkan
oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut

keamanan dan ketertiban ‘masyarakat yang ditetapkan

| ol__éh Kepaia Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau . -

Béu'ang/ Pekerjaan Konétruksi/Jasa Lainnya yang spesifik
dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 {satu)
pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat
1zm dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari _

pemenntah

b) Kntena Barang khusus/Pekexjaan Konstruksi khusus/Jasa

Lalrmya yang bersifat khusus yang memungkmkan dilakukan

| Penunjukan Langsung, meliputi:

1).

9).

©3).

4).

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang
dltetapkan pemerintah;

Pekeljaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu_
kesatuan 51stem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
Jawab ‘atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat dnencanakan/dlperhltungkan
sebelunmya (unforeseen COndItIOIl), '
Barang/ Pekexjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersﬂ'at
kompleks yang hanya dapat - dilaksanakan dengan-
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)

Penyedla yang mampu;

_ Peker jaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan -

alat kesechatan habis paka1 dalam rangka menjamin

kctersedman obat untuk’ pelaksanaan peningkatan

| pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya

télah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
d1b1dang kesehatan, )
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8.

10.

11.

r

_5). Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemenntah yang telah dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat

). Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka
da.n dapat diakses oleh masyarakat atau
7). Lan_]uta.n sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang
B terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata
cara pembayaran serta penyesua1an harga yang dapat
d1pcrtanggung]awabkan
Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang
memiliki karaktenst1k sebagai berikut:
a). Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,
- buday.';l dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b). 'I‘1dak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes dlgunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki .
karaktenstlk sebagai benkut.

a). Tidak mempunyal harga pasar; dan

b). Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Seleksi Sederhana dapat d11akukan untuk pengadaan Jasa |
Konsultans1 yang: '

a). BerS1fat sederhana; dan ,
b). Bern11a1 paling tinggi Rp. 200. 000 000,00 (dua ratus _]uta
. rup1ah) '

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

. Barang/ Pekeljaan Konstruksi/Jasa Lamnya yang bernilai paling

tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan sebagai berikut;

a). Merup?kan kebutuhan operasional SKPD;,

b). TekhOIOgi sederhana;

c). Risiko kecﬂ dan/atau ,

d). D11aksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha Orang
perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil,

o kecuah untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
tekms yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha

Kecil da.n koperasi kecﬂ

H
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12 Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultanm yang menuhkl karakteristik sebagal berikut:
a). Merupa}kan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau
b).Bernilai: paling tinggi RpS50.000.000,00 (lima puluh juta rapiah).
C. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
1. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang /
jasa dengan memberikan alokasi waktu yang cukup untuk
semua tahapan proses pengadaan.
2, Penyusunan Dokumen pengadaan barang / jasa yang terdiri dan
dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.
| a) Dokumen Kualifikasi pahng kurang terdiri atas:
1). Pe;cunjuk pengisian formulir isian kualifikasi,
2). Formulir isian kualifikasi;
3). Inétruksi kepada peserta kualifikasi;
4). Lembar data kualifikasi;
5). Pakta Integritas; dan |
6). Tata cara evaluasi kualifikasi.
- b). Dokumen Pemilihan paling kurang terd1r1 atas:
1) Undangan/ pengumuman kepada calon Penyedia Barang/
Jasa,
'2) Instrukm kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
- 3). Syarat-syarat umum Kontrak;
4). Syarat-syarat khusus Kontrak;
5). Daftar kuantitas dan harga;
6). anesiﬁkasi teknis, KAK dan/atau gambar;
'7). Btiantuk surat penawaran,
8). R%mcangan Kontrak;
9). B;:ntuk 'Jaminan dan
10). Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
c). PPK menetapkan baglan dari rancangan Dokumen Pengadaan
yang terdiri atas:
1). Rancangan SPK; atau
2). Rancangan surat per Janjlan termasuk:
(a) Syarat-syarat umum Kontrak;
(b) Syarat-syarat khusus Kontrak;

.
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(c). Spesﬂ'ikam teknis, KAK dan/atau gambar;
(d). Daftarkuantitasdanharga; dan
() .iDokumenlainnya. |

3). Selain itu PPK menetapkan HPS. |

Penetap:;n Metode Penyampaian Dokumen Penawaran :

a). Metode satu sampul |

b). Metocie dua sampul

c). Metode dua tahap.

Pcnetapa!m Metode Evaluasi penawaran untuk pemilihan

penyedie{ barang / Pekexjaan konstruksi / jasa lainnya :

a). Metocile sistem gugur

b). Meto&e sistem nilai

c). Metode penilaian selama umur ekonomis

Penetapgn Metode Evaluasi penawaran untuk pemlhhan _

penyedié jasa konsultansi :

a). Me_toc_Lle evaluasi berdasarkan kualitas;

b). Metocile evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;

c). Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran;

d). Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

Pengumuman Pemilihan Penyedia barang / jasa

a). ULP mengumumkan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
secara luas kepada masyarakat pada saat:

1). Rencana kerja dan anggaran SKPD telah disetujui oleh
DPRD atau
2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.

b). Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah-
rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD tetapi DPA
belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan

_ .mencantumkan kondisi DPA belum disahkan.

c). Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka
dengi'm mengumumkan secara luas sekurang-kuranghya
mela_iui:

1). W;ebsite: www.pacitankab.go.id;
2). Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

3). Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
!
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| -~ d). Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
dmmumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara
luas pada.

1). wébsite : www.pacitankab.go.id; dan
2). Papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

o c). Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP

| harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa

- yang dlanggap mampu.

7. Pendaftaran dan pengambilan dokumen _

a). Penyedla Barang/Jasa yang berminat mengikuti permhhan
Penyqdla Barang/Jasa, mendaftar wmtuk mengikuti
Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.

b).Penye;dia ' Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan
Bararig/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung dmndang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

c). Penyedla Barang/Jasa mengambil DokumenPengadaan dari
ULP/ Pe_]abat Pengadaan atau mengunduh dari website yang
dlgunakan oleh ULP.

d). Dalam proses prakuahhkam/pascakuahﬁkam, ULP/ Pe_]abat

Pengadaan tidak boleh melarang , menghambat dan -

membatam kelkutsertaan calon Penyedla Barang/Jasa dan'
luar Prop1n31 / Kabupaten
- e). Penygdla Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan di.
atas }neterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang
. disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.
f). SKP]5 dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku
' untui: Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan
menerbltkan tanda daftar lulus .prakualifikasi atau
sejemsnya -
8. Pembenan penjelasan
a) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/
Peja't;at .Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan dan'
bila perlu dapat mernberikan penjelasan lanjutan dengan cara
melaicukan peninjauan lapangan.
- b) Pembenan penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara

Pembenan Pen_]elasan Perubahan rancangan Kontrak

4_!
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dan/atau spesifikasi teknis dan/afau gambar dan/atau nilai
total IHPS harus mendapat persetujuan PPK sebelum
d1tuangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
c) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan, maka :
1). U_LP ‘menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA
ufntuk diputuskan; |
2). Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan
| perubahan atau ' . '
3). J1ka PA/ KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA
: rpemutuskan perubahan dan bersifat final, serta
rrf1emerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan
ﬂdendum Dokumen Pengadaan. '
Pemasukan Dokumen Penawaran
a) Penyedla Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran |
dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, |
b) Doku}nen Penawaran yang dlisampaikan' melampaui batas
akh1r pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh
ULP/ }’ejabat Pengadaan. : |
c) Penye%dia Barang/Jasa _dapa:t. mengubah, menambah
dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas
akh'ir? pemasukan penawaran. |

Evaluam Penawaran

- a) Dalam ‘melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat

11.

Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang
ditet:élpkari dalam Dokumen Pengadaan.

" b) Dalar!n evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan

Penyedla Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post
b1dd1ng '

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

a) ULP/ Pejabat . Pengadaan menetapkan hasil pemilihan
Penyed1a Barang/Jasa '

b) ULP/ Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil permhhan

' Penyed1a Barang/ Jasa setelah d1tetapkan melalui website dan

papan pengumuman resmi,

e et e o Y e R e g



12. Sangg,ah:;m dan sanggah banding.

a)

b)

d)

h)

Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang mcrasa.
dirugi_kan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dcngajn peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara
tcrtulits.Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan
ditcmi)uskan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat paling
lambait 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
ULP iwajib memberikan jawaban tertulis atas semua
sangg:':lhafl paling lambat 5 (lima)} hari keija setelah surat
sanggiahan diterima, |

Pcnycaia Barang/Jasa yang tidék puas dengan jawaban
sanggzahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding
kcpada Bupati paling lambat 5 (hma) hari keija setelah
d1tcnmanya jawaban sanggahan. '
Pcnycdm Barang/Jasa yang mcngajukan sanggahan bandmg
wajib : ; . menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding sebesar
1%o (satu perseratus) dari nilai total HPS yang berlaku 15
(lima belas) hari keija sejak pengajuan Sanggahan Banding.
Sanggahan Banding menghentikan proses
Pclcla;'ngan/ Seleksi.

Bupan memberikan jawaban atas scmua sanggahan banding
kcpada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas)
hari kcr]a setelah surat sanggahan banding diterima.Bupati
dapatj menugaskan Sekretaris Daerah menugaskan Pengguna '
Anggaran (PA) tmtuk menjawab sanggahan banding, kecuali
pejabat tersebut merangkap sebagai PPK atau Kepaia ULP
untuk paket kegiatan yang disanggah. '
Dalarr} hal sanggahan banding dinyatakan benar, Bupati
mcmc:rintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi
ulang atau Pengadaan Barang/Jasa.

Dalarﬁ hal sanggahan banding dinyatakan salah, Bupati
mcmcnntahkan agar ULP mclanjutkan proses Pengadaan
Barang/ Jasa ulang. ' ‘
Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan
Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

i
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13.

14,
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b)) Dalagrl hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan
Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas
Negaira /Daerah.

Pemilihan Gagal.

ULP mehyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila':

a) Jumllah peserta yang lulus kualifikasi pada proses
pra_k}:alifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada
pelel:angan terbatas;

b) Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruks/Jasa Lainnya

| kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;

) Sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata
benar

d) T1dak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; _

€) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi texjad1
persgmgan tidak sehat,

f) Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga |
Sam?n dan Kontrak gabumgan Lump Sum dan Harga Satuan
lebih tinggi dari HPS;

g Selui‘uh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump
Sumj diatas HPS; -

h) Sanégahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau

i) Caloil pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,
seteljah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam
klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi

b)) Padz; metode dua tahap seluruh penawaran harga yang
masuk melebihi HPS atau setelah dilakukan negoslasi harga
seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga
sehmgga tidak melebihi nilai total HPS;

PA/ KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

gagal apabila:

a) PA/ I:_{PA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia
menz:mdatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/
Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan
Peru}ldang-undangan yang berlaku;



15,

16.

17.

18.

19.

L
i
b) Penéaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan
ULP dan /atail PPK ternyata benar;
c) Dugaian KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

PR S -

pelaksanaan Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung
diny:iatakan benar oleh pihak berwenang;

d) Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan
prosé:dur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Penyfedia Barang/Jasa ternyata benar;

e) Dokﬁmen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
Pem?dang—undangan yang berlaku;

f) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak
sesual atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau

h) Pelalgsanaan | Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
mela:inggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bupati gmenyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsuhg

gagal a;;abila: |

a) Sanégahan banding dari peserta ternyata benar; atau

b) Pengistduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan
KPA ternyata benar.

Dalam :hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan

gagal, niaka ULP segera melakukan:

a) Evalt_}lasi ulang;

b) Peny:s\mpaian ulang Dokumen Penawaran;

c) Pelelicmgan / Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d) Pengihentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

Dalam f hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia

Baranngasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta,

proses Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan. |

Dalam ; hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang

jumlah .Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran

hanya '2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

Langsm;g dilanjutkan.

Dalam flal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/

Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta,

o o
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21,
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Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penun_]ukan
Langsung : s
Dalam ; hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulai‘ng-
jumlah Penyedm Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
"hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Selek51/ Pemilihan Langsung
ulang dllakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
Dalam hal Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal
Kelompok Ketja ULP dapat melakukan penunjukan langsung -
berdasairkan persetujuan Pengguna Anggaran, dengan tetap
mempefhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas,_
dengan lketentuan ;

a) hasﬂ pekerjaan tidak dapat ditunda;

b) menyangkut kepentmgan / keselamatan masyarakat; dan

c) tldak cukup waktu untuk melaksanakan proses

pelelangan/ seleksi/ permhhan langsung dan pelaksanaan
pekerjaan, " L _'
Dalam hal pelelangan umum Metode dua tahap gagal |

dlkarenakan seluruh penawaran biaya yang masuk untuk

- kohtraﬁ Lump Sump diatas Pagu Anggaran, berdasarkan hasil_

23.

24,

25.

evalua51 kelompok kerja ULP dapat melakukan penambahan_

- n11a1 total HPS ~perubahan sfesifikasi  teknis dan/atau
: perubahan ruang lingkup pekerjaan; | o

Dalam_ hal pelelangan umum metode dua tahap gagal
sebaga{mana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua) -
terdapa;t perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat
perubai'lan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup
pekerjaan pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan

_ pemasukan harga ulang;

Dalam: hal pelelangan umum metode dua tahap gagal
sebagairnané dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua)'_
terdapat perubahan nilai total HPS terdapat perubahan
spesiﬁk:asi teknis dan/atau ruang lingkup Pekerjaah,
'pelelan"gan dilakukan pelelangan ulang ; o
Penunjtixkah Penyedia Barang/Jasa

PPK meﬁerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

a) Tidaljc ada sanggahan dari peserta;

* @

O



b)

d)
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Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak

‘benar; atau

Masa‘g sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus
ditcri)itkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pcngumuman penetapan pemenang dan segera dlsampalkan
kcpada pemenang yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan bandmg,
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sctclah semua sanggahan dan/atau sanggahan bandmg
dl_]awab serta segera dlsampalkan kepada pemenang. |

' .
i

D. PENYEDIA BARANG / JASA

1.

Pcnycdla Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

pcrscorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/

Jasa KonsultanSJ /Jasa Lainnya.

Pcnycha Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa wa_]lb memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)

'b)

Mcmcnuh1 ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mcn_]alankan kegiatan/usaha;
Mcnllllkl keahlian, pcngalaman kemampuan teknis dan.

: mana_]cnal untuk mcnycdlakan Barang/Jasa;

d)

Mcmpcrolch paling kurang ' 1 (satu) pekerjaan sebagai
Pcny:.cdia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
tcrak!hir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta,'
tcrmz_asuk pcngalamari subkontrak; |
Kctcx:ltuain sebagaimana dimaksud pada huruf ¢,
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahl.m;

Mcmlhkl sumber daya manuSJa, modal, peralatan dan
fasﬂltas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/
Jasa,

Dalam hal Pcnycdla Barang/Jasa akan melakukan
kcmltraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai
pcfx.jzinjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat

[
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h)

j

perscntasc kcmltraan dan perusahaan yang mcwakm
kcmltraan tersebut;

: Mcm'ﬂlkl kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta

kemé:xmpuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
usa}fa non-kecil; .

Mcm;iliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuhli untuk Pengédaan Barang dan Jasa Konsultansi;
Khusus umtuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lamnya, harus mcmperhlumgkan Sisa Kemampuan Paket

_ (SKP) sebagai bcnkut
SKP§ = .- KP-P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: .
1). Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
d1tcntukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
2). Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
' d1tcntukan sebanyak 6 (cnam) atau 1,2 (satu koma dua)
P = ju_rr_llah pakct yang scdang dikerjakan. |
N = jumlah paket pékcljéan-. terbanyak yang dapat
i ~ ditangani padé saat bersamaan selama kurun waktu
: S (lima) tahun terakhir.
’I‘1dak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kcglatan

_ usahanya tidak Sedang dihentikan danj/atau direksi yang

bertmdak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam mcn,]alanl sank31 pldana yang dibuktikan dengan.
surat pernyataan  yang  ditandatangani Penyedia

| Barapg/ Jasa;

k)

)

Sebaéai wajib pajak' sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pa_]ak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pcrpa_]akan

| tahun terakhir (SP'I‘ Tahunan) serta memiliki laporan bulanan

PPh Fasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal
25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling
kura’ng 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. -

Secara hukum mcmptmyal kapasitas untuk mengikatkan din

LT TRTS J

pada Kontrak;

B LT



m) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa pengiriman; dan

o) Menandatangani Pakta Integritas.

. Pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada angka2 huruf ¢, huruf

d, huruf; f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia

Barang/Jasa orang perorangan,

. Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali

yang bcrsangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

. Pcnycdia; Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/

-Jasa.

. KD scbégaimana dimaksud dalam angka2 huruf h pada

subbidané pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung

dengan kétcntuan sebagai berikut:

a) Untuk_ Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt
(Nilai :Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir); dan

b) Untuk Pengadaan Jasa Lairmya, KD sama dengan 5 NPt
(Nilai {Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
tcrakﬁir).

c) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan
yang akan dilelangkan. '

d) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari
perusahaan yang mewakili kemitraan ({leadfirm).

. Penyedia _;Iasa Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah perusahaan

penyedia iJckcrjaan konstruksi yang bertugas :

a) Mclakéanakan pekerjaan fisik konstruksi dalam kuantitas dan
kualitas sesuai kontrak/surat perjanjian kerja yang
ditand.atangani bersama dengan PPK yang bekerja mulai
ditctaf:kannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan serah
terima kedua pekerjaan | setelah masa pemeliharaan berakhir.

b) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
baik laporan harian, mingguan maupun bulanan sebagai

laporan kemajuan pekerjaan kepada PPK.



|
3). R:cncana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate(EE};
_ 4). Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity/BOQ).

<) Doku;ncn hasil perencanaan penyedia jasa konsultansi harus

mclai{ukan verifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari

Dmas Teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap

pemléinaan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui

- verifikasi, sesuai dengan tahapan perencanaan teknis yang
dilakukan oleh tenaga ahli verifikator : :

1). I;ckmjaan yang harus mendapatkan pengesahan Dinas
T}eknis adalah  pekerjaan  pembangunan  baru,
p;zningkatan, pcmcliharéan/ pcrbaikan yang merubah
b;:ntﬁk, desain dan fungsinya sehingga perencanaan
dépat dipertanggung jawabkan secara teknis scsilai
djcngan peraturan yang berlaku.

2). K_husus untuk pekerjaan pemeliharaan/perbaikan yang
safama sekali tidak merubah bentuk, desain dan fungsinya
dengan nilai pekerjaan konstruksi sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 (misal pekerjaan pengecatan,
p::nggantian reng dan géntcng) dapat dilakukan tanpa
p;zngcsahan dinas teknis.

f Konsuitan Perencana bertugas sejak ditetapkannya SPMK
perencjanaan sesuai kontrak sampai dengan serah terima
pcrtérﬁa pekerjaan konstruksi.

g) Dalam: hal proses pengadaan langstmg konsultan perencana
diutarr‘iakan dari dalam daerah sebagai wujud dari pembinaan
jasa kcémstruksi di daerah, jika di dacrah tempat pelaksanaan
kcgiatajn tidak terdapat perusahaan yang memenuhi
persanjatan dan bersedia melakukan tugas konsultansi
pcrcncsanaan, maka - dapat ditunjuk perusahaan yang
mcmci!luhi persaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai
kctcnti_zan. Apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan
scperti tersebut diatas, maka fungsi tersebut dapat dilakukan
oleh instansi teknis terkaitsctcmpat yang bertanggungjawab
tcrhad;p pembinaan teknis sesuai dengan bidang tugasnya,
dcngaxtl biaya maksimal sebesar 60 % x biaya perencanaan. .

:
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10.Penyedia§ jasa konsultansi pelaksanaan pengawasan pekerjaan

konstruksi adalah penyedia jasa konsultan pengawas yang secara

kontraktual bertugas membantu PPK mengawasi pelaksanaan

peker jaarf di lapangan khususnya untuk pekerjaan fisik

konstruksi yang pengadaannya melalui proses seleksi umum,

seleksi tei‘batas, selel-_:si langsung maupun penunjukan langsung.

Apabila ﬁdak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,

maka fung31 tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi Tekms

terkait dengan swakelola.

a)

b)

d)

Penyedla jasa pengawasan adalah perusahaan yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam
bldang jasa pengawasan konstruksi selama pelaksanaan
pekexjaan konstruksi berlangsung sampai dengan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima kedua pekerjaan
oleh p;f:laksana konstruksi.

Dalan; hal proses penunjukan langsung, konsultan pengawas
diutamakan dari dalam daerah sebagai wujud dari pembinaan
jasa k;)nstruksi di daerah, jika di daerah tempat pelaksanaan
kegiat:fan tidak terdapat perusahaan yang memenuhi
persarliatan dan bersedia melakukan tugas konsultansi
penga;wasan, maka dapat ditunjuk perusahaan ya{ng
memelhuhi persaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai
ketent;lan. Apabila tidak terdapat penyedia jasa konsultansi
pengaiwasan seperti tersebut diatas, maka fungsi temeﬁut
dapat dilakukan oleh instansi teknis terkait setempat yang
bertariggunawab terhadap pembinaan teknis sesuai dengan
bidané tugasnya, dengan biaya maksimal sebesar 60 % x biaya
penga;_wasan.

Bertugas memeriksa dan mengawasi pemakaian bahan,
peralastan, metode pelaksanaan, ketepatan waktu, biaya,
kuahtas dan kuantltas pekerjaan selama pelaksanaan
konstruk31 _
Melapprkan hasil pengawasan tersebut kepada PPK secara
berkal:a sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, ikut dalam
rapat ;lapangan, dan membantu memecahkan persoalan yang
teljadi: di lapangan.

¢



11 Penyedia: jasa konsultansi secara ummn adalah adalah jasa
layanan profesmnal yang membutuhkan keahlian tertentu
dlberbagal bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir { bramware}

12.Penyedia barang adalah penyedla benda baik berwujud maupun
tidak berwu_]ud bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
dlperdagangkan, dlpakal, dlpergunakan atau dimanfaatkan oleh

_ Pengguna Barang yang melaksanakan pengadaan barang dalam
kuantltas dan kualitas sesuai kontrak/ surat perjanjian kerja yang
dltandatanganl bersama dengan PPK yang bekerja mulai
dltetapkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan serah
terima bara.ng dan bertanggungjawab Sampal berakhirnya masa
garansi. °

13.Penyedia fJasa Lainnya adalah penyedia jasa yang membutuhkan
kemampu:an  tertentu ‘yang mengutamakan keterampilan
(sldllware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
di dunia flsaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekeljaax{ dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaian Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

E. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Pengadaa;l Barang/Jasa 'Pemerintah dapat dilakukan secara
elektronlk |

2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara

tendenng atau e-purchasmg

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan
untuk: ‘ | | B

" a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b) Meninigkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

¢) Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

d) Mend1i1kung proses monitoring dan audit; dan

e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. _

4, Ruang lzingkup e-tendering - méliputi | proses pengumuman

Pengadaan Barang/Jésa sampai dengan pe'ngumuman pemenang.

S. Para pi}iak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK,

ULP/ Peja]faat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
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6. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan
secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

7. Aplikasi ;?e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam pei tukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan
dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronil% tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah
ditentukafn. |

8. Sistem é-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib
memenuh‘i persyaratan sebagai berikut:

a) Mengacu pada standar yang meliputi interopcrabilitas dan
integr:;lsi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik;

b) Mengaicu pada standar proses pengadaan secara elektronik;

c¢) Tidak terikat pada lisensi tertentu ( free license).

F. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK (E-KATALOGUE)

Katalog elelétronik atau E-Katalogue adalah sistem informasi yang

memuat danr, jenis, sfesifikasi teknis dan harga barang tertentu

dai berbagai Penyedia Barang/jasa.

1. Penggunla Anggaran (PA) menetapkan pengadaan barang
tertentu :dengan methode penunjukan langsung secara E-Katalog
berdasafkan sistem informasi yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijaka;n Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP);

2. Dalam 'rangka pengelolaan sistem katalog elektronik LKPP
melaksa;lakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa
untuk B;arang/Jasa tertentu;

3. Tata cati'a pelaksanaan Penunjukan Langsung melalui Metode
Penunjukan Langsung dilakukan sebagai berikut :

a). Penéadaan barang dengan nilai HPS < Rp. 200.000.000,00
(du:i:l ratus juta rupiah) proses penunjukan dilakukan oleh

pejabat pengadaan barang/jasa;

SR
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: TATA CARA SWAKELOLA

i

A. KETENTUAN UMUM SWAKELOLA

1. Swakclbla; mérupakan kegiatan Pgngadaal} Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

oleh SKPD scbagai penanggung jawab anggaran, instansi

pemcnntah lain dan/atau kelompok masyarakat.

a2, Pckczjaan yang dapat dilakukan dcngan Swakelola meliputi :

a)

b)

d)

f)

Pckcqgan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan/aiau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya
man_us:ia serta sesuai dengan tugas pokok SKPD; -
Pckc_ljz;an yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
parfisii:asi langsung masyarakat setempat;

Pckczjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pemblayaannya tidak diminati oleh Pcnycd1a Barang/Jasa;
Pcker_]aan yang secara nn01/ dcta11 tidak dapat d11ntung/
dltcntukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan
oleh Pcnycd1a Barang/Jasa akan menimbulkan ketldakpasuan |
dan n31ko yang besar; _

Pcnyelcnggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokaka:ya atau penyuluhan; ' '
Pckc:]aan untuk proyek pcrcontohan { pilot project) dan survei
yang bcrsn‘at khusus untuk pengembangan tclmolog1/mctodc
kerja yang belum dapat d11aksanakan oleh Penyedia

' Barang/Jasa,

Pckcqaan survc1, pemrosesan data, perumusan kcb1_]akan

pcmcnntah pengujian di laboratonum dan pengembangan _

. sistem tcrtcntu

h)

i)
"

Pckczjaan yang bcrsn'at rahasm bag1 SKPD yang bersangkutan;
Pckcqqan Industri Kreatif, movauf dan budaya dalam negeri;
Pcnclitian dan pcngcmbangan dalam ncgcn'; dan/atau
Pckczjz;an pengembangan industri pertahanan, industri

alutsmta dan mdustn almatsus dalam negeri.
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3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasa?n, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pekexjaan;g

4, Pengadaan: melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
a) SKPD P:enanggung Jawab Anggaran,
b) lnstansli Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
c) Kelomp':ok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

5. PA/KPA rﬁenetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan
melaksanai-:an Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

B. PENGADAAN SWAKELOLA

1. Pengadaar{ Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran
adalah pei-cexjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi
sendiri oieh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dengan
mempergu;_qakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau
dapat meglggunakan tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli yang
digunakan; tidak boleh melebihi S0% (lima puluh perseratus) dari
jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan
Swakelola j}ang bersangkutan.

2. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
lain Pelak:Sana Swakelola adalah pcngadaan yang direncanakari
dan diawé:si oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran dengan
pelak«_sanazlm pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah
yang buka;l Penanggung Jawab Anggaran.

3. Pengadaanl melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksanaf Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan,
dilaksanakjan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola :fdengan sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung
Jawab szlggaran dan pekerjaan utamanya dilarang umtuk
dialihkan l:cepada pihak lain (sub kontrak).

C. PERENCANAAN SWAKELOLA

1. Kegiatan p:erencanaan Swakelola meliputi :

a) Penetaf)an sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
b) Penyus:unan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan
waktu ﬁng cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan,

i .
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c) Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
tepat a;gar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan
peralatan yang sesuai;

d) Pcnyus;man rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
secara ?rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan,
rcncanz;i kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan

e} Pcnyusiman rencana total biaya secara rinci dalam rencana
biaya ,lbulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak
mclam;gaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam

: dokum;:n anggaran.

Pcrcncanaafm kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan

mcmpcrhithngkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yarig

dilaksanak;n dengan Kontrak/Sewa tersendiri;

. Kegiatan pt.:rcncanaan Swakelola dimuat dalam KAK;

. Pcrcncanaén kegiatan Swakelola yang diusulkan dan

dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
ditctapkaniolch PPK setelah melalui proses evaluasi; |
Pcnyusunain jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan
mcngaloka:sikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,
pcngawasafn, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;

PA/KPA bcrtanggung jawab terhadap penetapan Kelompok
Masyaraka{t Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan

besaran ariggaran Swakelola;

. PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium

pelaksana Swakelola kepada Kepaia Daerah;
Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu} Tahun Anggaran.
!

¢

D. PELAKSANAAN SWAKELOLA

1.

Pcngadaan{ Barang/Jasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku

Pcnanggur;g Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai bc;'ikut:

a) Pcngad_;':lan bahan/barang, Jasa Lamnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pcngad:aan;

s e rm mro e e
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b}

f)

h}

)

B T i~ e

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman
pada k;:tentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlakut; | |
Pemba;aran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan,

Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan

‘ berdasérkan Kontrak;

Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat
setiap l’iari dalam laporan harian;

Pelaksa:naan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan
Uang Pfersediaan (UP}/Uang Muka kerja atau istilah lain yang
disamaican dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana
Swakel;:)la;

UP/ Ua!jlg Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipertaiuggunawabkan secara berkala maksimal secara
bulanan;

Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggti yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

Kemajtian non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluési setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan
dana; dan

Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pelaksa!na yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang
telah ditetapkan.

. Pengadaan: melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain
pelaksana: Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut: i

a}

b}

Pelaksgnaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada

- SKPD §Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana

Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola,
Pengad‘_alan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenagai ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadtaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana
Swakelola;

(v,
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d)

h)

Pcngadénan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman
pada kietcntuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
bcrlaku |
Pcmbayaran upah tcnaga keyja yang dlpcrlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan;

Pcmbayaran imbalan tenaga ahh yang diperlukan dilakukan
berdasarkan Kontrak;

Pcnggupaan tcnaga_ kerja, bahan/barang dan/atau peralatan

dicatat rsctiap hari dalam laporan harian;

Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap

mingguf yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh
Instansii Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

Kcmajufan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dicvalu?si setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan
dana olich Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
Pcngav&;asan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh
pihak yang ditunjuk PPK pada SKPD Penanggung Jawab
Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

. Pcngadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat

Pclaksanaf Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a)

b)

d)

Pclaksainaan Swakelola oleh Kelompok Mésyarakat Pelaksana

-Swakclzala dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada

SKPD IPcnanggung Jawab Anggaran dengan Kclompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Pclaksalnaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kcpada: Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang
mampl.i melaksanakan pekerjaan;

Pcngad'aan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
réhabili:tasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibanguh

- oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya

diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan
peramfan perundang-undangan;
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€)

f)

h)

|
pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh

_Kelomp_ok Masyarakat Pelaksana  Swakelola dengan

memperhatikan  prinsip-prinsip  pengadaan dan  etika

pengadéan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

1mdan§én yang berlaku;

Penyahiran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan

sebagai: berikut:

1) 40%;,(empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swal%elola, apabila 'Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swa}:celola telah slap melaksanakan Swakelola; \

2) '30%5 (tiga puluh' perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
puluh perseratus); dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam
puluh perseratus).

Pencapalan kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang

dlkeluarkan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola secara berkala kepada PPK;

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok

Masyara;kat Pelaksana Swakelola; dan _

Pertangéungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan

disam@ikan kepada - SKPD pemberi dana Swakelola sesuai

ketentu:an perundang-undangan,

3
1

E. PELAPOR‘AN,% PENGAWASAN - DAN PERTANGGUNGJAWABAN
] _
SWAKELOLA'
. v

1.

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran
atau oleh I;{elompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. '

Kemajuan : ': pelaksanaan pekexjaan dan penggunaan keuangan
d11aporkan oleh pelaksana lapangan/ Pelaksana Swakelola kepada '
PPK secara berkala



:

3. Laporan kejmajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan secajra betjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada
PA/KPA. |

4. Inspektorai di daerah melakukan audit terhadap pelaksanaan
Swakelola.% |
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BAB V1
PELAKSANAAN KONTRAK

A. JENIS - JENIS KONTRAK
Surat chjanjian. Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) adalah bentuk
perikatan an:tara fihak yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan

pekerjaan yang sebelumnya telah disepakati oleh pemberi pekcrja.in
H

dan pelaksaxja pekerjaan, dilihat dari jenis,sifat, cara pembayaran

dan tahun ax{ggaran kontrak ada beberapa jenis :

1.

Kontrak Pc:ngadaan Barang/Jasa meliputi :

a) Kohtrakf berdasarkan cara pembayaran;

b) Kontrak ;bcrdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
¢) Kontrak :bcrdasarkan sumber pendanaan; dan

d) Kontrak ibcrdasarkan jenis pekerjaan.

. Kontrak Péngadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran

terdiri atas_;: :

a) Kontrak jLump Sum;

b) Kontrak Harga Satuan;.

¢) Kontrak zgabungan Lump Sum dan Harga Satuan;

d) Kontrak :Pcrscntasc; dan

¢) Kontrak Terima Jadi ( Tumkey). |
Kontrak ?cngadaan - Barang/Jasa -berdasarkan pembebanan
Tahun Anégaran terdiri atas:

a) Kontrak Tahun Tunggal; dan

b) Kontrak Tahun Jamak. |

Kontrak Pcngadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan
terdiri atas

a) Kontrak zPcngadr:l::u'l Tunggal;

b) Kontrak iPcngadaan Bersama; dan

c) Kontrakj_Payung { Framework Contract). _
Kontrak Iscngadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan
terdiri atas

a) Kontrak Pcngadaan Pekerjaan Tunggal dan

b) Kontrak'Pcngadaan Pekerjaan Terintegrasi.

. Kontrak Lﬁmp Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa |

atas pcnyélcsaian seluruh pekeijaan dalam batas waktu tertentu




18. Kontrak Péngadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak
Pengadaan% Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan
menggaburigkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pcngawasa}l. ‘ |

19. Tanda buk%i perjanjian terdiri atas:

a) Bukti pEmbelian; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang niiainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)E

b) Kuitansfi; digunakan untuk -Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah):

c) Surat Peﬁntah Kerja (SPK); digunakan untuk Pengadaan
Barang}Pekezjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan niléi
'sampai; dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan url':ltuk' Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d) Surat > perjanjian, digunakan untuk Pengadaan
Barang}Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Kbnsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
pliluh j;uta rupiah).

B. PERUBAHAN :KONTRAK
1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaain, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan; dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia

Barang/Ja:sa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercant;Jm dalam Kontrak;

b) Meném:bah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c) Mcngul:)ah spesifikasi  teknis pekerjaan sesuai dengan
kebutulhan lapangan; atau

d) Mengul;)ah jadwal pclaksahaan.

2. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
a) Tidak lmelebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

temantilm dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
i

i
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b) Tersedianya anggaran.

3. Penyedia 'EBarang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan ! utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada pcnyedla Barang/Jasa spesialis.

4, Pelanggarah atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
Penyedia ]éarang/ Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang
bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Dokumen Kontrak.

5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat
dilakukan _jscpanjang disepakati kedua belah pihak.

C. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Mobﬂis&{si alat dan tenaga kerja;
b) Pcmbaya:ran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material;
dan/ atau
c) Pcrsiapa; teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk iJsaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus)
dari nil:;i Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
b) Untuk jusaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh
perscraftus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
3. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai
yang paliné kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
a) 20% (duél puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
b) 15% (limia belas perseratus) dari nilai Kontrak. |
4. Nilai Jamiz:lan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara
pr0porsion:al sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
S. Pcmbayara;n prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a) Pcmba}aran bulanan;
b) Pcmba;{aran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
(tcrmin_i ; atau

c) Pcmbafraran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
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6. Pembayaran prestasi kcija diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang_
Muka dan denda apabila ada, serta pajak. '

7. Pcrrmntaar} pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang

» : menggunai(an subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran

kepada scluruh subkontraktor sesuai dengan pcrkembangan
(progress) pckc:]aannya
8. Pcmbayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi,
_ dllakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
9. PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pckc:]aan |
~ sebagai uang rctcn31 untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerj ]aan
Konstruk31 '
D, PEMUTUSAN KONTRAK
1 PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a) chutuhan barang/j jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
bcrakhlrnya kontrak maka PPK melakukan penelitian terlebih
dahulu sebagai berikut ;

* : 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa ndak

mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan

- . i

kcscmpatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
se_]ak masa bcrakhlrnya pclaksanaan pekerjaan untuk
: menyclesalkan pekerjaan;

2) Sctg.lah diberikan kesempatan menyelesaikan pekc:]aan
san'ipai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
bcrakhlrnya pclaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa
ndak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b) Pcnycdla Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam mclaksanakan
kcwa_]lbannya dan tidak memperbaiki kelalalannya dalam
_]angka waktu yang telah dltctapkan

c) Penycdla Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan\
dan/atau pcmalsuan dalam proses Pengadaan yang
dlputuskan olch instansi yang berwenang; dan/atau

d) Pcngaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

1]

dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan

el &
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Pengadaan Barang/Jasa dmyatakan benar oleh instansi yang
berwenang

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dllakukan karena kesalahan

Penyedia Barang/Jasa

a) Jarmnan Pelaksanaan dicairkan; |

b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa

~ atau J%minan Uang Muka dicairkan;

©) Pénycdia Barang/Jasa membéyar denda; dan/atau

d) Penyeciia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

E. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah peker jaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedm Barang/Jasa

menga_]ukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui

PPK untuk penyerahan pekerjaan;

2. PA/KPA menun_]uk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

mmtuk melakukan penﬂalan terhadap hasil pekerjaan yang telah_

| 'dlselesaﬂ(an, '

3. .Apablla terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagalmana
: dlmaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk

memperbalkl dan/atau mclengkapi kekurangan peker_]aan

' sebagalmana yang disyaratkan dalam Kontrak;

4, Panitia/ Pgabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan
: _pekerjaanj setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
: dengan kéténtuan Kdntrak

5. Khusus Pekerjaan Konstrukm/Jasa lainnya :

.a) Penyedla Pekerjaan Konstrukm/ Jasa Lainnya melakukan
pemehharaan atas hasil pekerjaan sclama masa yang
dltetapkan dalam Kontrak, sehingga kondlsmya tetap seperti
pada saat penyerahan pekerjaan

b) Masa pemehharaan paling smgkat untuk pekerjaan permanen

' selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

c) Masa pemehhatfaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

_
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. Sctclah masa pemeliharaan bcrakhlr, PPK mengembalikan
_Jamman , Pcmchharaan/ uang retensi kepada  Penyedia

_'Barang/Jasa, .
. Khusus Pcngadaan Barang, masa garanm diberlakukan sesuai

kcscpakatan para plhak dalam Kontrak;

. Pcnycdla Barang/Jasa mcnandatangam Berita Acara Serah

Terima Akhlr Pckcxjaan pada saat proses serah terima akhir (Ftnal -

Hand Over),

.'Pcnycdla Barang/Jasa yang tidak mcnandatangam Berita Acara -

Serah Tcn_ma Akhir Pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam;

i
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" BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Cod

e

A. PENGENDALiAN

1. SKPD dllarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/_Jasa,

2. Pimpinan | : SKPD wajib melaporkan secara berkala realisasi

Pengadaan Barang/Jasa kcpada Bupan dan LKPP melalui Bag13n

Admmlstra31 Pembangunan,

'B. PENGAWASAN _ _

I. Kepaia SKPD wa_]lb melakukan pengawasan terhadap PPK dan
Pokja ULlf’ / Pejabat Pengadaan di lingkungan SKPD masing
masing,_ dan 3 menu'g'askan aparat pengawasan intern yang
bersangiitan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan
indikasi })enyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ‘dan/atau pelanggaran
persalngan yang sehat dapat menga_]ukan pcngaduan atas proses

' pemﬂlhan Penyedia Barang/Jasa.

3. Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat yang bersangkutan
dan/atau_LKPP disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung
dengan materi pengaduan dan sesuai dengan kewenangannya
menindalélanj uti pengaduan yang dianggap beralasan.

4, Hasil tincilak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Inspektur
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaporkan kepada Bupati,
dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan
persetujuan Bupati, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang aka.r:1 merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada
LKPP dan BPKP Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti -
pengaduain setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi

~adanya kérugian negara. :

C.SANKSI | -
1. Perbuatan atau t1ndakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah:
a) Berus,':lha mempengaruhi ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain
yang Eberwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik'
' langsfmg : mauplin tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan

-
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proscdilr yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pengadéan /Kontrak, dan/atau = ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
untuk : mengatur Harga Penawaran diluar proscdur
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mcngurangl/ menghambat /memperkecil dan/ atau
mcmadakan persaingan yang schat dan/atau merugikan orang
lain; '_

<) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
kcteraﬁgan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyai-atan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan; :

d) Mcnguhdurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak
dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

¢) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab; dan/atau :

f) Bcrdas'arkan hasil pemeriksaan  ditemukan adanyé
kctldakscsualan dalam penggunaan Barang/Jasa produkm
dalam' negen

sanksi bel‘!'upa:

a) Sanksi administratif;
1). Pcn;berian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat

Pengadaan sesuai dengan kctcntuan,
2). Dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN
d1antara para peserta, maka ULP menghentikan proses

. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan

pengadaan barang/jasa.
b) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

1). Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pe_]abat
Pengadaan sesuai dengan ketentuan;

2). Jlka peserta terlibat dalam dalam terjadinya persaingan
tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar
hita{m dan dibatalkan penunjukannya sebagai pemenang
pemlhhan pengadaan barang / jasa.

c) Gugatan secara perdata dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

d) Pclapofran secara pidana kepada pihak berwenang dilakukan
scsuai: dengan peraturan perundang-undangan;
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;
b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Pcnycdla Barang/Jasa
atau Jarmnan Uang Muka dicairkan;
c) Pcnycdla Barang/Jasa membayar denda; dan/atau

d) Pcnycd}a Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
3

7. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan

kerugian 1:1cgara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun
kembali pércnt:anaan dengan beban biaya dari konsultan yang
bcrsangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi;
8. PPK yang melakukan cidcra Janp terhadap ketentuan yang
termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan
kctcnman scbagal bcnkut
a) Bcsarnya ganti rugl yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang
bcrlak{; pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia;
atau :

b) Dapat diberikan kompcnsam sesuai ketentuan dalam Kontrak .

9. Dalam hal terjadl kecurangan dalam pengumuman Pengadaan,
sanksi dlbcnkan kepada anggota ULP/Pecjabat Pengadaan sesuai
pcraturan pcrundang-undangan
SKPD dapat mcmbuat Daftar Hitam yang memuat identitas
Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi ocleh SKPD.

10.Daftar Hitam memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang
mcnglkutll Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD yang
bcrsangkutan "

11.SKPD mcnycrahkan Dai'tar Hitam kepada LKPP untuk dlmasukkan
dalam Dai'tar Hitam Nasional,

12.Daftar Hltam Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dlmuat
dalam Portal Pcngadaan Nasional.
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: BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGELOLAAK ASET
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PELAPORAN‘
Sebagai pcrtanggun’awaban terhadap pclaksanaan anggaran yang

dikelola SKPD dan untuk memberikan informasi tentang kinerja

pcngclolaan dana belanja dacrah maka instansi pengelola kcglatan

harus mclaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang

menjadi tanggunawabnya Tata cara pelaporan kegiatan adalah

scbagai bcrik'ut :

1 Pcngguna Anggaran mcnyampalkan laporan perkembangan

pcnggunaan anggaran dengan mengacu pada DPA-SKPD tahun

. berjalan kcpada Bupati Pacitan melalui Bagian Administrasi

| Pcmbangunan Sctda Kabupatcn Pacitan.

4

Laporan tcrscbut mcllputl

a)

_b)

Laporan hasil pcm111han penyedia barang / jasa sesuai

tahapan pelaksanaannya

Laporan dua mmgguan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruk51

1) Untuk laporan Minggu ke II dilaporkan paling lambat hari
Sc1;1in Minggu ke IlII bulan bcrjalan.

2) Untuk laporan Minggu ke IV dilaporkan paling lambat hari
Scnm Minggu ke I bulan berikutnya..

Laporan bulanan rcahsa51 fisik dan keuangan pelaksanaan

anggaran SKPD d11aporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan ’bcrlkutnya.

Lapor;;n. semesteran capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan

anggaran SKPD yang bersumber dari APBD.

Untuk laporan bulanan dan semesteran tembusan disampaikan

kepada :

a)

§
Badan Perencanaan Pcmbangunan Daerah dan Pcnanaman

Modal

B b) Dinas Pcndapatan, Pqngclolaén Keuangan dan Aset;

c)

Inspck;torat;

d) Bagiari Administrasi Pembangunan Kabupaten Pacitan.

i_
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‘Bagian Administrasi Pcmbangunan Setda Kabupaten Pacitan

sclanjumya melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan

yang d1k1r1m olch Dmas/lnstan31 untuk disampaikan kepada
Bupati Pac1tan |

- B. PENGELOLAAN ASET

- L

Apabila suatu kegiatan seluruhnya atau secbagian telah sclcsau,
maka Pcngguna Anggaran berkewajiban mcngelola setiap hasﬂ

- kegiatan !bcrupa barang inventaris - yang merupakan hasil

pcngadaan barang yang bcrasal dari Pos Belanja Modal (tidak
termasuk barang habis pakal) yang dibiayai dari APBD Kabupaten
Pacitan dcngan mengajukan surat permohonan pengelolaan aset
kepada B}Ipatl melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asct" dengan Berita Acara Penyerahan dengan tembusan

dlsampalkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan

' Inspcktorat

Sctlap akhlr tahun anggaran DPPKA membuat laporan

'rckapltulas1 aset yang dimiliki Daerah dan disampaikan kcpada_ |

Bupati dcngan tcmbusan dlsampalkan kepada Inspcktorat SKPD
dan Baglqn Administrasi Pembangunan.

i

; Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : - - 2013

*, BUPATI PACITAN o/ |
e
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